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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Dasar 
Hukum Menikah tanpa Wali, merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk 
menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana Dasar Hukum yang digunakan 
Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali? kedua, Bagaimana Pandangan 
Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali? ketiga, Apa Persamaan dan 
Perbedaan Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali? 

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan 
selanjutnya dianalisis dengan deskriptif-analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data 
yang diperoleh dengan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari masalah yang berkaitan dengan 
wali secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam 
Syafi’i dengan penekanan metode pengambilan dasar hukum kedua madzhab tersebut, kemudian 
dianalisis dengan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda atau 
sama antara pendapat Imam Hanafi dan  Imam Syafi’i terhadap sumber-sumber data yang 
diperoleh tentang wali. kemudian diambil kesimpulan dari dua pendapat tersebut. 

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pernikahan, konsep perwalian 
merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal 
pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan Imam syafi’i bahwa sebuah 
perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. akan tetapi Menurut Imam 
Hanafi status akad nikah dalam suatu akad nikah adalah sunnah, bukan fardhu yang bisa 
membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. 
Apabila wanita telah baligh dan berakal sehat dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, baik dia 
janda maupun perawan. Dasar Hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam berhujjah tentang 
wali dengan Nash al-Qur’an, As-Sunnah dan Qiyas, dalil al-Qur’an yang digunakan adalah surah 
al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234, ayat tersebut jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang 
perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan dasar hukum yang digunakan Imam 
Syafi’i tentang wali adalah dalil al-Quran yang mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 
32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali untuk menikahkan 
orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, dan melarang wali untuk menikahkan laki-
laki muslim dengan wanita muslim. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis memberikan saran, masalah wali merupakan 
suatu faktor sebab akibatnya eratnya hubungan dengan keabsahan suatu perkawinan, oleh sebab 
itu hendaklah kita berhati-hati dalam permasalahan wali.  
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 1 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perkawinan adalah sunnatulla>h, yang umum berlaku pada semua 

mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. 

Dapatlah dipahami bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang 

sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang 

perempuan (calon istri) untuk bersama-sama sepakat saling mengikat 

diantara keduanya, hidup bersama dalam membentuk lembaga keluarga 

(rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan 

cinta kasih.
1
Sebagaimana yang difimankan oleh Allah SWT dalam surah 

ar-Ru>m ayat 21: 

ٍْ أَ   ة  د  ىَ يَ  ىْ ك  ٍَُ ْ بَ  مَ عَ جَ ا وَ هَ ٍْ نَ إِ  اىْ ُ  ك  سْ خَ ا نِ ج  اوَ صْ أَ  ىْ ك  سِ ف  َْ أَ  ٍْ يِ  ىْ ك  ن   ق  ه  خ  َْ أَ ّ ِ حِ اٌَ ويَِ
ٌَ وْ ش  ك  فَ خٌَ َ  و  ىْ قَ نِ  ث  اٌَ لََ  كَ انِ ى رَ فِ  ٌ  إِ  ت  ًَ حْ سَ وَ   

      Artinya: ‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang‛.     

       Serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa 

‚perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu 

                                                           
1
Sayyid Sabiq, Fikhus Sunnah, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 206 
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2 
 

akad yang kuat atau mi>saqan ghali>dan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.‛
2
 

       Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: 

‚Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang 

pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.‛
3
 

       Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli ushul fiqh 

berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah. 

        Pertama, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan 

nikah menurut arti sebenarnya berarti bersetubuh (bahda’a) dan menurut 

arti majazinya (kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat 

mengahlalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
4
 

       Kedua, dari golongan Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah 

menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan 

kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti majazinya 

berarti bersetubuh. 

       Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, 

dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. 

Demikian halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling 

membutuhkan. Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-

pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk 

                                                           
2
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, (T.t.Rhedbook, 2008), 14. 

3
Hilman Hadikusuma, Hukum Pekawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1. 

4
 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 15. 
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manusia.
5

Dari mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-

pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang 

biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana 

tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1: 

ا هَ جَ وْ ا صَ هَ ُْ يِ  قَ هَ خَ وَ  ة  ذَ احِ وَ  س  فْ ََ ٍْ يِ  ىْ ك  قَ هَ ي خَ زِ ان   ى  ك  ب  ىا سَ ق  اح   اس  ا انُ  هَ ٌ  ا أَ ٌَ 
َ وَ  ِّ بِ  ىٌَ ن  اءَ سَ ي حَ زِ ىا الله انَ ق  اح  وَ  اء  سَ َِ ا وَ ش  ٍْ ثِ الا كَ جَ ا سِ ًَ ه  ُْ يِ  ث  بَ وَ   اٌَ الله كَ  ٌ  إِ  او  حَ سْ الْ
.اب ٍ ْ قِ سَ  ىْ ك  ٍْ هَ عَ   

       Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 

menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa’: 1).
6
 

       Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk 

hidup secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk 

dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Melalui lembaga nikah, 

kebutuhan naluriah manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya 

hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara hormat sekaligus 

memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu 

sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.
7
 

       Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga 

mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu 

identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan 

                                                           
5
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), 39. 

6
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Semarang:Toha Putra, 1989), 114. 

7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 19. 
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sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum.Dalam 

perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan 

tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap.
8
 

       Dalam pernikahan, konsep perwalian merupakan bagian yang tak 

terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan 

Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat madzhab fikih 

terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan 

dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang wali, mengenai sejauh 

mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan 

perbedaan tentang apakah wali nikah merupakan syara atau rukun 

perkawinan.
9
 

       Wali pengantin wanita adalah rukun dalam pernikahan, karena 

seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab dia tidak 

memiliki otoritas utuk itu baik secara langsung, dengan izin atau melalui 

pengganti orang lain. Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan 

demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena dia mudah tertipu 

dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasakan urusan pernikahan 

kepada sesama wanita. Jika wanita kawin tanpa adanya wali. Maka nikah 

                                                           
8
 Ibid  

9
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975), 53. 
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tersebut batal, dan pernikahnnya tidak sah.
10

Hal ini didasarkan pada hadis 

yang berbunyi: 

جْ  ا ايِشَْأةَ  كََحََ ًَ ٌُّ ِ صلى الله عليه وسلم ) أَ جْ : قَالَ سسَ ىل  اََللّ  هَا قَانَ ُْ ًَ اََللّ   عَ ٍْ عَائشِتََ سضَِ وَعَ
هَا, فَ   ٍِ ٌِ ونَِ ٍْ بغِشٍَِْ إرِْ م  يِ ا اسِخْحََ ًَ هشْ  بِ ًَ هَا انَْ هَا فهََ مَ بِ ٌْ دخََ إِ مٌ, فَ هَا بَاطِ كَُِاح 

)  ّ ً  نَ ٍْ لَا ونَِ ًُّ يَ اٌ  ونَِ وا فَانسُّهْطَ ٌِ اشخْجَشَ  إِ هَا, فَ ّ  اَلْسَبْعَتَ  إلِا    فشَْجِ أخَشَْجَ
اٌَ وَ  ٍ  حبِ  ّ  أبَ ى عىََاتَََ , وَابْ ً , وصََح حَ انحَْاكىِ  انُ سَائِ  

        Artinya:‚Dari ‘Aisyah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: ‚Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 

batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar 

mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang 

tidak mempunyai wali.‛ Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. 

Hadits shahih menurut Ibn Uwanah, Ibn Hibban, dan Hakim. 11 

       Dari hadits yang diriwayatkan Sayyidah, ‘Aisyah di atas Imam 

Syafi’i berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya 

wali.
12

Sependapat dengan Imam Syafi’i, Imam Malik berpendapat 

bahwasanya tidak sahnya nikah tanpa adanya wali, dan Imam Malik 

menempatkan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Akan tetapi Imam 

Abu Hanifah, Zu’far, Sya’biy, Zuhri berpendapat bahwasanya nikahnya 

seorang perempuan baligh tanpa adanya wali dianggap sah dengan syarat 

calon suami tersebut sekufu.
13

Pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, 

Sya’biy, Zuhri ini berdasar pada realitanya perempuan baligh berhak 

                                                           
10

 Muhammad Zuhaily, Fiqh Munakahat, Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz,2013), 128. 
11

Muhammad bin Idris, al-Umm, V, (Beirut: Dar el-Ma’rifat, 1990), 13. 
12

 Ibid. 
13

 Abu al-Walid al-Qurthuby, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, III, (Kairo: Dar el 

hadis, 2004), 36. 
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untuk melakukan sendiri segala aktifitas transaksi seperti jual beli, sewa, 

gadai dan lain sebagainya.
14

 

       Dalam riwayat Abi Burdah ibn Abu Musa dari Rasulullah SAW, 

beliau bersabda: 

ِ الإياو انخسًت الا انسُائ{ ً   }سوا  لَاكََِاحَ الِا  بىِنَِ
       Artinya: ‚tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang 

wali‛ (H.R Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa’i).
15

 

       Dari hadist di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan 

bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan.Akan tetapi terdapat 

beberapa perbedaan pendapat atau pemikiran dari sebagian imam yaitu, 

Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. 

       Imam Hanafi, berpendapat bahwa seorang wanita yang telah baligh 

dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya tanpa wali, baik dia perawan 

maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas 

dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami-istri 

sekufu (mempunyai kedudukan sederajat). Dan beliau juga berpendapat 

bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan 

anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula 

sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin 

                                                           
14

 Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),  6705. 
15

 Kahar Masyhur, Bulughul Maram Cet, Ke-2, (Jakarta: Al-ikhlas 1992), 20. 
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dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat 

menghalanginya.
16

 

       Imam Syafi’i, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih 

gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi jika ia janda 

maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita 

janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh 

mengawinkan dirinya tanpa restu wali. 

       Sementara Mayoritas Ulama Imamiyah, berpendapat bahwa seorang 

wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan 

kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi 

dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia 

masih perawan maupun janda, dalam hal ini ia berhak mengawinkan 

dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung maupun dengan 

diwakili, baik sebagai pihak yang mengucap ijab maupun qabul.  

       Perbedaan pendapat ulama fiqih di atas dan perubahan serta 

pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, sangat berpengaruh 

terhadap pemikiran Islam khususnya di Indonesia. Dengan latar belakang 

perbedaan pendapat di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang 

nikah tanpa wali, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan 

pemahaman dalil-dalil mengenai wali nikah, disamping juga dipengaruhi 

oleh perbedaan wilayah sosial dan kondisi kultural, maka akan sangat 
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 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 1997), 134. 
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menarik apabila dibawa ke wilayah kenyataan pada dewasa ini. Penulis 

ingin mengulas dasar hukum Imam Hanafi yang terkenal dengan ahli Ar-

Ra’yu , karena beliau banyak menggunakan argumentasi akal, dibanding 

tokoh ulama lainya dalam menetapkan hukum, dan Imam Syafi’i yang 

selama ini terkenal dengan ahli fikih yang ternyata juga mempunyai 

perhatian yang serius terhadap as-sunnah yang dikenal dengan nasir al-

sunnah. Dimana ada perbedaan pendapat diantara kedua Imam. 

       Perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Imam Hanafi dan 

Imam Syafi’i tentang Nikah tanpa Wali sangat menarik untuk dipelajari 

lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat memaparkan 

perbedaan pemikiran keduanya, metode pengambilan hukum, ketentuan 

wali dari kedua pendapat yang saling berseberangan ini.  

      Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat 

judul tentang ‚Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang 

Dasar Hukum Menikah tanpa Wali‛. Dan untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan pada bab-bab selanjutnya. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Dasar Hukum menikah tanpa wali 

2. Pandangan serta landasan pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

terhadap Menikah tanpa Wali 
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3. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’’i 

tentang menikah tanpa wali 

       Dari beberapa pemasalahan di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah dengan harapan agar penulisan lebih terfokus dan tidak 

melebar dari pokok permasalahan yang diambil, serta penelitian yang 

dilakukan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang dituju, yaitu: 

1. Dasar Hukum Menikah tanpa wali yang digunakan Imam Hanafi dan 

Imam Syafi’i 

2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang menikah tanpa wali. 

3. Persaman dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

C. Rumusan Masalah 

       Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis 

dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dasar Hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Imam 

Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali? 

2. Bagaimana Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang menikah 

tanpa wali? 

3.  Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam 

Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali? 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka tehadap penelitan terdahulu berguna untuk 

memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang 
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digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah 

pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarisme. 

       Penelitian ini tentu bukan penelitian (skripsi) pertama mengenai 

perwalian diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa’roni dengan judul     

‚Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia) yang ditulis 

oleh Ahmad Khadik Sa’roni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengemukakan pandangan Siti 

Musda Mulia yang membolehkan seorang wanita menikah tanpa wali. 

Siti Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak 

mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial memiliki pemikiran 

yang berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa 

(kamal al-ahliyyah) bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam 

menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa 

untuk menikahkan dirinya sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya 

atas sebagian pendapat Imam Abu Hanifah.
17

 

2. ‚Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut 

Pendapat Ahmad Hassan‛ yang ditulis oleh Rohman Hassby Tanzilu, 

mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. 

Skripsi ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita 

menikah tanpa wali, yang intinya membolehkan wanita gadis menikah 

tanpa wali. Keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali 

                                                           
17

 Ahmad Khadik Sa’roni, ‚Nikah Tanpa Wali: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia‛, (Skripsi--

UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014) 
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dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan 

perempuan menikah harus disertai wali. Didalam mempertahankan 

pendapatnya tersebut, Ahmad Hassan menggunakan surah al-Baqarah 

ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Jika diperhatikan metode 

istinbat hukum yang digunakan Ahmad Hassan, beliau ternyata 

menafsirkan surah al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk 

diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya 

kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis 

melainkan pada wanita janda. Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan 

adalah dalam menafsirkn hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 

Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang 

membolehkan wanita menikah tanpa wali. Padahal hadist ini menunjuk 

bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan 

wanita janda beliau mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa wali. 

Hadits diatas mempunyai kedudukan sahih apalagi muttafaq alaih. Dan 

menurut mayoritas ulama terutama menurut Imam Syafi’i dan Maliki, 

bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada 

perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu Perkawinan yang 

dilakukan dengan tiada wali hukumnya tidak sah (batal).
18

 

3.‚Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Wali Nikah Bagi Janda di 

Bawah Umur‛ Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron Fakultas 

Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi ini menjelaskan 
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 Rohman Hassby Tanzilu, ‚Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali 

Menurut Pendapat Ahmad Hassan‛,(Skripsi--UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2010) 
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tentang pendapat Imam Syafi’i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi 

janda yang masih di bawah umur. Penelitian ini mempunyai kesimpulan 

bahwa masih tetap diperlukan adanya wali bagi janda yang masih di 

bawah umur, karena menurut penulis itu masih relevan dengan realitas 

kehidupan masa kini, dan ternyata berdasar pada hadis Nabi yang 

berbunyi: tidak diperbolehkan nikah tanpa adanya wali.
19

 

4.‚Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis 

Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep Wali 

Nikah)‛ skripsi yang ditulis oleh Yuldi Hendri Fakultas Syariah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skripsi ini menganalisis pendapat 

KH Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam 

perspektif gender. Skripsi ini mempunyai kesimpulan KH Husein 

Muhammad dengan pendekatan-pendekatan kontektual-substansial 

melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh 

masyarkat, ideologi dan pemikiran-pemikiran keagamaan yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. KH Husein berpendapat 

bahwa Perempuan memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri 

maupun menikahkan orang lain, karena syarat bagi seorang wali adalah 

kedewasaan, kualitas dan tanggung jawab terhadap yang diperwalikan. 

Jenis kelamin tidak menghalangi posisi seseorang menjadi wali nikah 

                                                           
19

 Abdul ghufron, ‚AnalisisPendapat Imam Syafi’I tentang Nikah Bagi Janda di Bawah Umur‛, 

(Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang,2010) 
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karena tidak ada ayat al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan hal 

itu.
20

 

       Berdasarkan skripsi diatas, maka penelitian ini berbeda dengan 

peneliti sebelumnya, sebab masalah yang akan penulis lakukan lebih 

memfokuskan kepada dasar hukum atau pola pikir ulama khusunya 

madzhab Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan hukum seorang wali 

dalam pernikahan dimana ada perbedaan pemikiran Imam Hanafi dan 

Imam Syafi’i tentang dasar hukum menikah tanpa wali.  

 

E. Tujuan Penelitian 

       Dengan melihat rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i tentang menikah tanpa wali. 

2. Untuk mengetahui Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang 

menikah tanpa wali. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi 

dan Imam Syafi’i tentang menikah tanpa wali. 

F. Kegunaan Penelitian 

                                                           
20

 Yudi Hendri, ‚Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad: Analisis Kritis Terhadap 

Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Konsep Wali ‚(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2009).  
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       Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat 

pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan 

untuk hal-hal berikut: 

 

 

 

1. Aspek Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu 

serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum 

positif. 

b.Sebagai acuhan refrensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan 

tambahan    pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya 

di bidang kekeluargaan Islam yang terkait dengan masalah wali 

dalam pernikahan. 

2. Aspek Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. 

b. Sebagai bahan kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Syari’ah 

UIN Sunan Ampel Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan 

tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon 

professional dalam kajian hukum Islam. 

G. Definisi Operasional 
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       Agar kajian ini dapat dipahami secara tepat dan benar, serta untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis memandang perlu untuk 

menjelaskan kata-kata yang esensial dalam judul yaitu sebagai berikut: 

1. Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’i: Pendapat dan Pandangan 

Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam Hukum Islam khususnya tentang 

menikah tanpa wali.  

2. Nikah tanpa Wali: Praktek Nikah tanpa wali yang dilakukan tanpa izin 

atau tanpa sepengetahuan wali mujibir atau wali nasab. 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

       Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Data tentang dasar hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang 

menikah tanpa wali. 

b. Data tentang Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang 

menikah tanpa wali. 

c. Data tentang persamaan dan Perbedaan Imam Hanafi dan Imam 

Syafi’i tentang menikah tanpa wali 

 

2. Sumber Data 

       Sumber Data adalah sumber dari mana data diperoleh.
21

 Maka 

sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara, 

2002), 102. 
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yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

1)  Kitab Bada>’I u as-Shana>’I fi Tarti>b al-Shara>’i karya Abu Bakar 

bin Mas’ud Al-Ka>sa>ni Al-Hanafi. 

2) Kitab Al-Mabsu>t li as-Sarkhasi> karya Shamsuddin as-Sarkhas>i. 

3) Kitab Sharkh Fathul al-Qodir. Karangan Kamalu al-Din 

Muhammad ibn al-Himami al-Hanafi. 

4) Kitab Niha>yah al-Muhta>j ila Sharh al-Minhaj karya Muhammad 

bin Abi Abba>s as-Syafi’i. 

5) Kitab al-Muhadzab fi> Fiqh Madzhab Ima>m al-Syafi’i>. Karangan 

al-Za>hi>d al-Muwafiq  

b. Sumber Data Sekunder 

1) Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-

kaaf, CV Pustaka Setia, 2000 

2) Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah, Jil.2 al-Ma’arif, 1990 

3) Ismuha, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, PT Bulan 

Bintang, 1993 

4) M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, PT RajaGrafindo 

Persada, 1997 

5) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, PT Lentera 

Basritama, 1996 

6) Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Kencana, 2006 
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c. Sumber Data Tersier 

       Data Tersier adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti, seperti media social atau dari 

seseorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan penyusun dalam penelitian. 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, dan teknik lainnya, teknik pengumpulan 

data yang dipakai adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mencari 

dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian 

dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.
22

 

4.Teknik Pengolahan Data 

       Penulis akan memaparkan semua data yang penulis dapatkan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Organizing Adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Data 

mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang dasar 

hukum menikah tanpa wali. 

                                                           
22

 Masruhan, Metodeologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91. 
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b. Editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta 

menghilangkan keraguan akan kebenaran atau ketepatan data megenai 

pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang dasar hukum 

menikah tanpa wali. 

c. Analisis adalah merangkum sejumlah data yang telah diperoleh dari 

teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan 

menggunakan kacamata yang telah penulis tulis di atas, sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan dari pendapat Imam Hanafi dan Imam 

Syafi’i tentang dasar hukum menikah tanpa wali. 

5. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis ‚Deskripsi-Kualitatif‛, yaitu metode yang menggambarkan dan 

menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh 

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap pendapat Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Menikah tanpa Wali. Kemudian setelah 

itu di analisa secara mendalam dengan mencari dasar hukum dan alasan 

hukum pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Nikah tanpa 

Wali tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah di dalam pembahasan dan pemahaman dalam 

penulisan skripsi ini, penulis mencoba membagi masing-masing 

pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan 
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menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah 

sebagai berikut: 

       Bab pertama berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

       Sementara itu, bab dua dari skripsi ini menjelaskan biografi Imam 

Hanafi, pengertian wali, dasar hukum serta syarat-syarat wali menurut 

pandangan Imam Hanafi. 

       Bab ketiga menjelaskan biografi Imam Syafi’i, pengertian wali, dasar 

hukum serta syarat-syarat wali menurut Imam Syafi’i. 

       Bab berikutnya adalah bab empat yang mengetengahkan analisis 

terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang dasar hukum 

menikah tanpa wali, pada bab tersebut memuat sub bab tentang: analisis 

dasar hukum imam hanafi dan imam syafi’i tentang menikah tanpa wali, 

analisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang sahnya menikah 

tanpa wali, persamaan dan perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

tentang menikah tanpa wali. 

       Terakhir adalah bab lima, yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran 

dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

PEMIKIRAN IMAM HANAFI TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN 

A. Biografi Imam Hanafi 

 

1. Biografi Singkat Imam Hanafi 

       Nama lengkap Abu Hanifah ialah Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-

Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi’ul 

awal tahun 164 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, 

karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sekalipun 

demikian, Abu Hanifah mempunyai nasab tinggi. Seseorang yang lahir 

dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya memiliki 

perangai yang baik, beradab tingi. Beliau menjalani hidup di dua 

lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah dan 

masa awal dinasti Abbasiyah.
1
 

       Abu Hanifah hidup di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, 

dan dimasa Dinasti Abbasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian 

beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara 

kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 

H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Untuk menjamin 

ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam 

dagang beliau dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya 

diperoleh dari dagang tersebut.  

                                                           
1
 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta:Rajawali Pres, 1993), 93 
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        Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang 

sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin 

Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa’ad al-

Sa’idi di Madinah, Abu al-Thufail, ‘Amir bin Wailah di Mekkah. 

Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan 

Anas bin Malik di Mekkah. Kalau ini benar maka Abu Hnaifah adalah 

seorang tabi’in. Seperti halnya ulama lain, abu Hanifah menguasai 

ilmu kalam (dikenal dengan al-Fiqh al-Kabir) dan Ilmu fiqh. Dari segi 

lokasi di mana dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran 

keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran 

rasional.
2
 

       Abu Hanifah menerima didikan pertama di Baghdad, kota yang 

penuh dengan berbagai manusia yang bermacam-macam adat 

istiadatnya beserta segala kejayaannya. Keluarga Abu Hanifah yang 

sejak awal mengaharapkan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang 

terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang 

memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal al-Qur’an, 

Lughah, Hadits, Fiqih, peninggalan-peninggalan sahabat (atsarul 

Sahabat), sejarah Rasulullah Saw keluarga dan sahabatnya, dan juga 

sejarah para tabi’in. 

                                                           
2
 Sya’ban Muhammad Ismail,  al-Tasyri’ al-Islam, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1985), 313 
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       Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan 

‚al-Imam al-A’zham‛ (الإهام الأعظن) yang berarti Imam Terbesar.  

       Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada 

yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu 

Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu 

berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung 

kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu 

Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau brteman dengan tinta. 

Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta. 

        Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu Qira’at, hadist, 

nahwu, sastra, syi’ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang 

pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminati beliau ialah teologi, 

sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu 

tersebut. Karena ketajaman pemikiran beliau sanggup menangkis 

serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.
3
  

       Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada 

waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang 

cenderung rasional. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke 

Hijaz untuk mendalami fiqih dan haidts sebagai nilai tambah dari   

yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah 

Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala 

                                                           
3
 Ibid.,  
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Madrasah. Selama itu beliau mengabdi dan banyak mengeluarkan 

fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama 

dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.  

2. Guru dan Murid-murid Imam Hanafi 

       Guru Abu Hanifah antara lain ‘Atha ‘bin Abi Rabah, Hisyam bin 

Urwah, Nafi’ Maula ibn Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil 

ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al-Asy’ari (wafat 120 H) yang 

berguru kepada Ibrahim an-Nakha’i dan Amir bin Syura bil al-Sya’bi. 

Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Kata 

Abu Hanifah, ‚Hammad adalah orang yang terpandai yang saya 

ketahui.‛ Beliau mempunyai banyak halaqah yang dikunjungi banyak 

orang pandai untuk berdiskusi dan meminta fatwa. Abu Hanifah 

menjadi muridnya selama 18 tahun. Suatu saat Hammad berkata, ‚Hai 

Abu Hanifah, engkau telah mengambil semua ilmu saya dan aku telah 

lega‛ 

       Sepeninggal Imam Hammad kemudian Imam Hanafi 

menggantikan posisi gurunya, yakni menjadi pengajar pada usia empat 

puluh tahun dan menjadi ulama’ terkemuka di Kufah, Imam Hanafi 

juga belajar kepada ulama lain dengan berdialog dan tukar pandangan 

baik ketika beliau dalam keadaan beribadah haji ataupun dalam 

kesempatan lainnya. Imam Hanafi sempat mukim dikota Mekkah 
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untuk mendalami keilmuan lainya dari tokoh agama dikota Mekkah 

yang pernah beliau jumpai.
4
 

       Murid-murid beliau sangatlah banyak sekali, tetapi murid yang 

utama hingga sat ini masih terkenal diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Zufar bin Hudail (732-774 M) 

       Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi yang 

mengikuti kebiasaan gurunya, beliau menolak diminta untuk 

menjadi hakim, melainkan beliau lebih memilih untuk menjadi 

pengajar hingga beliau wafat dalam usia empat puluh dua tahun di 

Basrah. 

b. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim (735-739 M) 

       Sebelum beliau menjadi murid dari Imam Hanafi, beliau pernah 

belajar ilmu hadits secara mendalam hingga beliau dijuluki sebagai 

ulama’ hadits, dan juga beliau pernah belajar fiqih selama Sembilan 

tahun kepada Imam bin Abu Laila. Baru setelah itu Imam Abu 

Yusuf belajar keilmuan kepada Imam Hanafi beliau juga berguru 

kepada Imam Malik.
5
 

       Abu Yusuf diangkat menjadi hakim Negara di masa 

pemerintahan Khalifah abbasiyah, yaitu al-Mahdi dan Harun Ar-

                                                           
4
 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhhahib al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), 137 

5
 Ibid., 138 
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Rasyid, dalam kepastianya sebagai hakim Negara, Abu Yusuf 

banyak melantik dan menunjuk hakim di daerah-daerah 

pemerintahan Daulah Abbasiyyah. Hakim yang diangkat oleh Abu 

Yusuf semuanya bermadzhab Hanafi, dengan demikian beliau 

adalah orang yang berjasa dalam menyebarkan madzhab Hanafi. 

c. Muhammad bin Hasan As-Syaibani (749-805 M) 

Beliau lahir pada 132 H, di Irak Utara, wafat tahun 189 H. Beliau 

menimba ilmu dari Imam Hanafi kendati tidak lama. Ketika Abu 

Hanafi wafat, beliau berusia 18 tahun. Disamping itu, beliau juga 

belajar kepada Abu Yusuf. Seperti halnya Abu yusuf, al-Syaibani 

juga pernah melawat ke Madinah selama tiga tahun, berguru kepada 

Imam Malik, juga untuk menggabungkan teori fiqih Irak dan Hijaz. 

Di masa Harun al-Rasyid Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani 

diangkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah 

perhitungan pembagian warisan.  

      Ada 6 kitab karya yang terkenal, al-Mabsuth, al-Jami’, al-Kabir, 

al-Jami’ al-Shagir, al-Siyar al Shagir, dan al-Ziyadat. Kesemuanya 

telah dikumpulkan dalam satu kitab bernama al-Kafi oleh al-Hakim 

al-Syahid. 

3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Imam Hanafi 

       Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kuffah (Iraq) yang 

penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal 
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kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada 

persoalan hidup yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa 

memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan hijaz. 

Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana 

seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasinya para fuqaha 

Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ para sahabat. 

Oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti 

fuqaha Iraq.  

       Sebaliknya Imam Hanafi mengahadapi persoalan kemasyarakatan 

di Iraq, yaitu daerah yang erat dengan budaya dan peradaban, tetapi 

jauh dari pusat informasi hadits Nabi. Jadi ‚terpaksa‛ atau ‚selalu‛ 

menggunakan akal rasionya.
6
 

       Dapat penulis simpulkan bahwasanya Imam Hanafi dalam 

memutuskan hukum lebih dominan menggunakan Ijtihad dan akal yang 

berbeda dengan Imam-Imam Ahlul Hadits, yang adakalanya tidak 

menerima Ijtihad. Ini dikarenakan masyarakat Iraq telah mengenal 

kemajuan peradaban dan jauh dari kota sumber hadits. 

4. Pembentukan Madzhab Hanafi 

        Pada awalnya, Imam Hanafi menekuni kajian Teologi Islam (Ilmu 

Kalam) beliau sering mengadakan perdebatan dengan kalangan 

Mu’tazilah, Khawarij dan berbagai aliran kalam lainnya untuk 

                                                           
6
 Dedi Supriadi, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2008), 14 
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mempelajari pandangan-pandangan dari pemikiran kelompok tersebut. 

Beliau sering berdebat dan berdiskusi secara teoritis. Tujuan dari 

beliau mempelajari ilmu kalam yaitu menetapkan kebenaran tauhid 

dengan bukti rasional yang kokoh. 

        Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra’yi. Dalam 

menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur’an 

ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau 

mengutamakan ra’yi dan Khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang 

bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan 

istihsan.
7
 

        Adapun metode istidlal Imam Hanafi dapat difahami dari ucapan 

beliau sendiri, ‚Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur’an 

dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur’an, 

maka saya mengambil Sunnah Rasul Saw. Yang shahih dan tersiaar di 

kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari 

keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang 

terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari 

pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’by, 

Hasan ibn Sirin dan Sa’id dan sa’id ibn Musayyab, maka saya 

berijtihad sebagaimana mereka berijtihad‛.
8
 

                                                           
7
 Syalabi, al-Madkhal fi at-Ta’rif bil-fiqh al-Islami, (Beirut: Dar An-Nahdah al- Arabiyah, 1969), 

173 
8
 Huzaemah Tahido Yango, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 

1997), 98-99 
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       Dalam kesempatan lain Imam Hanafi berkata, ‚pertama-tama saya 

mencari dasar Hukum al-Quran, kalau tidak ada, saya cari dalam 

Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para 

Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang 

melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.  

        Imam Hanafi tidak bersifat fanatik terhadap pendapatnya. Beliau 

selalu mengatakan, ‚inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang 

membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih 

benar‛. Pernah ada orang yang berkata kepadanya, ‚apakah yang 

engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?’ beliau menjawab, 

‚Demi Allah boleh jadi beliau adalah fatwa yang salah yang tidak 

diragukan lagi‛.
9
 

       Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Hanafi dalam 

beristidlal atau menetapkan hukum Syara’ yang tidak ditetapkan 

dalalah nya secara qath’y dari al-Qur’an atau dari hadits yang 

diragukan keshahihannya, beliau selalu menggunakan ra’yu dan sangat 

selektif dalam menerima hadits. Imam Hanafi memperhatikan 

mu’ammalat manusia, adat istiadat serta u’rf mereka. Beliau 

berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan 

qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. 

Jika tidak, maka berpegang kepada adat dan ‘urf.10 

                                                           
9
 Ibid., 

10
 Abdul Wahhab Khallaf, Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumntasinya, Abu Halim, 

(Bandung: Marja, 2005), 82 
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       Imam Hanafi mendasarkan pengajaran kepada murid-muridnya 

dengan metode Shuro (Musyawarah), yaitu beliau menyodorkan 

sebuah permasalahan kepada murid-muridnya. Melalui pendekatan 

interaktif, Imam Hanafi dalam menetapkan sebuah hukum banyak 

sumbangsih dari murid-muridnya dan hasil usahanya sendiri.
11

 

       Metode qiyas juga menjadi salah satu metode penggalian hukum 

yang dipakai oleh Imam Hanafi, dan juga memiliki reputasi yang 

sangat tinggi terhadap penggunan Qiyas, beliau sering menggali 

hukum dengan mencari alasan (‘illat) hukum, kemudian mengujinya 

dengan mengajukan sebuah permasalahan baru, oleh karenanya beliau 

terkenal sebagai pakar hukum islam yang mempelopori tumbuhnya 

fiqh al-Taqdiri (fiqih rasionalitas). 

5. Dasar-dasar  Madzhab Hanafi 

       Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, 

bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. 

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam mentapkan suatu hukum 

adalah:
12

 

a. Al-Qur’an 

       Madzhab Hanafi memposisikan al-Qur’an sebagai hukum Islam 

yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-

qur’an digunakan sebagai akurasi sumber hukum yang lainya, dalam 

                                                           
11

 Abu Ameenah Billa Philips, Asal-Usul..,88 
12

 Wahbah Zuhaili, al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus:Dar al-Kutub, 1978), 107 
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artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur’an 

maka sumber hukum tersebut ditinggalkan.
13

 

b. Al-Sunnah 

       Al-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua 

setelah al-Qur’an, tetapi tidak semua al-Sunnah dapat digunakan, 

yaitu jika al-Sunnah trsebut sudah melalui kualifikasi 

penggunaannya yaitu hadits tersebut harus shahih dan juga harus 

masyhur. Persyaratan tersebut digunakan untuk menentukan 

kelayakan sebuah hadits dalam penentuan sebuah hukum. Disisi lain 

juga sebagai benteng dari pemalsuan hadits yang terjadi pada zaman 

‘Ali dan ibn mas’ud. 

c.  Ijma’ Sahabat 

       Ijma’ sahabat lebih diutamakan apabila dalam penggalian hukum 

ternyata al-Qur’an dan al-Sunnah tidak disebutkan maka Imam 

Hanafi lebih mendahulukan ijma’ sahabat dari pada pendapat 

pribadinya atau pendapat murid-muridnya.
14

 

d. Pendapat Individual Sahabat 

       Pendapat pribadi sahabat dalam Madzhab Hanafi memperoleh 

posiis yang sangat kuat, karena dinilai sahabat adalah pembawa 

ajaran Nabi yang masih autentik,  dengan demikian perkataan dan 

                                                           
13

 Ibid., 
14

 Ibid., 109 
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pernyataan mereka yang bersifat keagamaan akan lebih mendekati 

kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung dengan 

sumber kbenaran (Nabi Muhammad Saw). 

       Lebih dari itu bahwa perkataan sahabat juga bisa jadi perkataan 

Nabi, tetapi mereka tidak akan melakukan sesuatu dalam keadaan 

keragu-raguan, sehingga nantinya akan terjebak dalam kedustaan, 

jika kita dalami lagi ketetapan pendapat sahabat terbagi menjadi 

dua yaitu, yang berupa ijma’ dan ada yang bersifat fatwa, 

perbedaannya adalah bahwa ijma’ bersifat mengikat dan fatwa tidak 

mengikat. 

e. Qiyas 

       Imam Hanafi berpegang dengan qiyas apabila dalam 

menghadapi permasalahan ternyata di dalam al-Quran, al-Sunnah, 

maupun pendapat sahabat tidak ditemukan, yaitu dengan mencari 

dalil nash dan kemudian mencoba untuk mencari alasan hukum 

(‘illat) yang sama di antara nas dan permasalahannya yang baru 

muncul tersebut.
15

 

f. Urf  (Tradisi) 

       Tradisi local (urf) menurut Imam Hanafi termasuk salah satu 

sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan 

bersebrangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
16

 

                                                           
15

 M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 189 
16

 Muhammad Musthofa Salabi, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut, Libanon: Dar An-Nahdlah al-

‘Arabiah, 1978), 34 
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       Imam Hanafi selain mnggunakan sumber-sumber hukum di atas, 

beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain:
17

 

a) Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, 

maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan 

(takhsis) dari dalil tersebut. 

b) Banyaknya orang yang meriwayatkan hadits bukan berarti 

hadits tersebut unggul (rajih) 

c) Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat 

yang ada dalam sebuah teks dalil. 

d) Tidak boleh menerima hadits dengan seorang perawi (khabar 

ahad) yang memuat larangan atau kharusan tertentu, sedangkan 

situasi dan kondisi realita memaks auntuk melanggarnya 

(‘ummu al-balwa). 

e) Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib 

secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang 

memalingkannya. 

f) Jika perawi hukum adalah orang yang faqih, namun perilakunya 

berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan 

pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang 

disampaikannya. 

g) Mendahulukan qiyas  dari pada Khabar ahad yang bertentangan 

dengannya. 

                                                           
17

 Abu Zahrah, Tarikh al-Madhhahib.., 162-163 
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h) Boleh mengambil hukum melalui istihsan dan meninggalkan 

qiyas jika situasi mendesak untuk melakukannya. 

 

B. Terminologi Wali dalam Pernikahan dan Dasar Hukumnya 

 

1. Terminologi Wali 

       Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut al-wila<yah  )الولاية( 

atau al-wala<yah (الولاية). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam 

bentuk masdarnya adalah al-wali} (الولي) dan jamaknya adalah al-awliya<  

 merupakan kata dalam bentuk Isim Fa’il (الولي) {Kata al-wali .(الاوليا)

(orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa 

dapat diartikan sebagai orang yang menolong.
18

 

       Istilah wali berasal dari bahasa arab, yaitu wali yang mempunyai 

arti, ‚pemegang suatu wala>yah, yaitu seseorang yang mampu 

mempunyai kuasa untuk menangani suatu urusan, baik umum maupun 

yang bersifat khusus‛. Dalam fiqih wali berarti ‚kewenangan 

melakukan sebuah akad tanpa harus menunggu persetujuan orang 

lain.
19

 

       Menurut bahasa, wali adalah orang yang menurut hukum dapat 

diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, 

mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Sedangkan menurut istilah, 

wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang 

                                                           
18

Abdul Hasan Rauf, dkk. Kamus Bahasa melayu –Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu Cet 

IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006. 
19

Hasan Muarif Ambary et.al., Ensklopedia Islam, (Jakarta: PT Intermasa,2005). 243 
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dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal 

pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.
20

 

      Secara etimologis pengertian wali adalah pelindung, penolong, atau 

penguasa.
21

 Disisi lain wali juga mempunyai banyak arti yaitu sebagai 

berikut: 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah pada pengantin laki-laki 

c. Orang saleh atau penyebar agama 

d. Kepala pemerintahan dan sebagainya. 

Muhammad Jawad Al-Mugniyah memberi pengertian wali adalah 

seseorang yang diserahi sebuah kewenangan atau kekuasaan secara 

syar’i atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya 

kekurangan tertentu pada orang tertentu pada orang yang dikuasai itu, 

demi kemaslahatannya sendiri.
22

 

Imam Hanafi, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat 

bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, 

sedang calon suaminya sebanding (kufu’). Maka pernikahnnya boleh. 

                                                           
20

Syahrizal Abbas, Pemikiran Ulama Daya Aceh, (Jakarta: Prenada, 2007), 175 
21

Muhammad Ami>n Ibn ‘Abidi>n, Raddul Al-Mukhta>r, Juz IV (Beirut-Lebanon: Da>r Al-Kutub Al-

‘Ilmiah,). 153 
22

Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss 

Al-Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011), 345 
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       Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan 

perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-

walayah ‘alan nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah ‘alal mall), 

serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah ‘alan 

nafsi wal mali ma’an).
23

 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam walayah ‘alan nafs, 

yaitu perwalian yang bertalian dengan masalah-masalah keluarga 

seperti perkawinan. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam 

hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah 

orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah 

perwaliannya atau perlindungan-nya.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa menurut Imam Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk 

sahnya nikah, tetapi sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak 

ada, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah, baik 

dia perempuan maupun pria. 

2. Dasar Hukum Wali 

       Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi adalah 

berikut ini. Kebanyakan ulama Hanafiyah berhujjah dengan nash Al-

Qur’an, As-Sunnah, dan logika. Adapun dalil dari al-Qur’an adalah 

                                                           
23

 Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III , 

(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 240 
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lebih dari satu ayat, yang menegaskan disandarkannya pernikahan itu 

nikah kepada wanita. Asal penyandaran (isnad) adalah pada maudhu’ 

(subjek) yang hakiki, rinciannya sebagai berikut:
24

 

a. Dasar Hukum Al-Qur’an 

                                

                                   

    

       Artinya: ‚ Kemudian jika si suami menalaknya, perempuan 

itu tidak halal lagi baginya hingga dia (mantan istri) menikah 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas 

suami istri pertama dan istri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada 

kamu kaum yang (mau) mengetahui.‛ (QS. Al-Baqarah (2): 

230)
 25 

         Surah Al-Baqarah yaitu ayat ke 232, yang berbunyi sebagai berikut: 

                            

                                

                        

                                                           
24

Kamalu al-Din Muhammad ibn al-Himami al-Hanafi, Sharkh Fathul Al-Qodir…, 247-250 
25

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I, (Departemen Agama RI, 2009), 335-

336 
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       Artinya: ‚Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di 

antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan 

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan 

hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui‛ (QS: 2:232) 

Ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang diceraikan oleh 

suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan 

suaminya atau dengan laki-laki lain.  Dalam menanggapi ayat ini 

terdapat perbedaan pendapat diantara ulama’ fiqih, bahwa larangan 

dalam ayat tersebut, ditujukan kepada wali hal itu didasarkan pada 

hadith Ma’qil bin Yasir. Bahwa Ma’qil mempunyai saudara perempuan 

yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya. 

Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal dan ingin 

kembali kepada mantan istrinya, tetapi Ma’qil sebagai wali dari 

perempuan itu menolak hingga peristiwa tersebut diketahui oleh 

Rasulullah dan kemudian turunlah ayat di atas tersebut. 

     Juga firman-Nya  

                                   

                             

    

        Artinya: ‚ Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 

dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah 

habis iddahnya, tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka 

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat. ‛ (QS. Al-Baqarah (2): 234) 
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Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah 

wanita, muraja’ah-nya (jalan keluarnya), dan apa yang ia kerjakan pada 

dirinya menurut yang ma’ruf, yaitu keluar darinya, tanpa bergantung 

pada izin wali dan tidak pula pelaksanaannya oleh wali. 

b.  Dasar Hukum al-Sunnah 

      Dalil dari As-Sunnah, adalah sebagai berikut: 

َّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ٌ َ أىََّ الَ ٌ اسٍ رضي الله ع عيَْ ابِيِْ عبََّ ا َّ َِ اِ ٌَهْ بِن بِ َُ َُ أَ َ  ل الََِّّ ُِّ ََا  
ا َِ لَِّ ُِّ ا (  ,هِيْ  َِ ُ ا سكُتُْ َِ ُ ً إِذْ َّ هَرُ ,  ْ اتْأَ البْكِْرُ تُ الْنٌِ. فَّيِ لهَْظٍ : ل   َّ هُ  ٍُ ا َّ رَ

هَرُ ( ْ اتْأَ ةُ تُ الْ ُتَِ ُوَ َّ هْرٌ,  َِ أَ هعََ الََِّّ ُِّ لَْيِِّ  َّ   ل َُْسَ للِْ ٌ ال َّ دَ ,  ُّ ْ داَ ٍُ أبَُ ا َّ اَائيِن رَ
َُ ابِيُْ بَُِّاىَ  حَ صََّحَّ  ,.26

 

       Artinya:Dari Ibnu Abbas bahwaNabi SAW bersabda: “Seorang 
janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya dari pada walinya 
dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah 
diamnya”. Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, 
“Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus 
diajak berembuk”. Riwayat Abu Fawud dan Nasa’i. Hadits shahih 
menurut Ibnu Hibban.  

       Pada sebuah riwayat Abu daud dan An-Nasa’i menyebutkan 

bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: 

هَر اتْأَْ ةُ تُ الْ ُتَِ ُوَ َّ هْرٌ,  َِ أَ هعََ الََِّّ ُِّ لَْيِِّ  ا ل َُْسَ للِْ َِ صَّوُتُْ  ,
ا. َُ َْرَارُ  اِ

Artinya: ‚Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, 

sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan 

diamnya adalah kerelaannya‛.
27

 

       Hadits tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan 

menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, 

                                                           
26

 Kahar Masyhur, Bulughul Maram 2, 30 
27

 Ibid  
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serta melengkapi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, 

juga yang berhubungan dengan akad. 

       Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan 

kebiasaannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-

lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad, syara’ 

mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan kerelaan, untuk 

memberi keringanan baginya, akan tetapi, bukan berarti bahwa syara’ 

mencabut haknya untuk mencampuri langsung mengenai akad yang 

telah berada padanya berdasarkan kaidah hak yang umum. Oleh karena 

itu, selama perawan itu sudah baligh (dewasa) dan aqilah (berakal 

sehat), beliau mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda, 

keduanya dipandang sama dalam hal urusan nikah. Karena seorang 

wanita yang sudah baligh dan aqilah sudah dianggap bisa 

melaksanakan semua akad, dan juga dapat mewakilkannya kepada 

siapa saja yang dikehendakinya tanpa ada hak sanggah siapapun 

terhadapnya.
28

 

       Dengan demikian, sifat perawan tidak mempunyai pengaruh bagi 

wanita tersebut untuk kehilangan haknya karena aqilah dan balighah, 

sebagaimana telah dimaklumi dari syara’ mengenai hak-hak lain. 

Mengenai kerelaannya dicukupkan dengan sesuatu yang 

mengisyaratkan adanya kerelaan tersebut. Seandainya si bikr 

                                                           
28

 Said Sabiq, fiqih as-Sunnah…, 9 
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(perawan) memiliki sifat di luar kebiasaannya atau tidak dipengaruhi 

oleh rasa malu, lalu beliau melaksanakan haknya tentang dirinya, 

tentulah tidak dapat membedakan antara bikr (perawan) dan tsayyib 

(janda) yang telah diberikan seluruh haknya.  

       Namun, apabila dilihat dari sisi lain sebagaimana yang telah 

dijelaskan hadits diatas dan hadits lainnya, yaitu mengenai dimintai 

pendapatnya (siwanita) serta hadist-hadits yang menunjukkan 

ditolaknya akad yang dilangsungkan bila wanita tidak senang atau 

tidak menyetujuinya dengan tegas bahwa kerelaan wanita merupakan 

suatu yang mutlak diperlukan dalam hal nikah. Apabila demikian 

tidaklah masuk akal, juga tidak diketahui dari syara’ bahwa kerelaan 

seorang wanita dianggap sebagai syarat untuk menentukan sahnya 

suatu tindakan atas namanya. Akan tetapi kemudian dianggap batal 

(tidak sah) tindakan tersebut, jika yang bersangkutan sendiri 

melaksanakannya.
29

 

       Hadits yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits, kecuali Al-

Bukhari, dari Ibn Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, ‚Telah 

bersabda Rasulullah SAW: 

ََا َ  َّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  ٌ َ أىََّ الَ ٌ اسٍ رضي الله ع عيَْ ابِيِْ عبََّ هِيْ  َّ ا  َِ اِ ٌَهْ بِن بِ َُ َُ أَ ل الََِّّ ُِّ
ا ( َِ ُ ا سكُتُْ َِ ُ ً إِذْ َّ هَرُ ,  ْ اتْأَ البْكِْرُ تُ َّ ا ,  َِ الْنٌِ. فَّيِ لهَْظٍ : ل لَ ُْسَ   لَِّ ُِّ هُ  ٍُ ا َّ رَ

                                                           
29

 Ibid  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

 

هَرُ ( ْ اتْأَ ةُ تُ الْ ُتَِ ُوَ َّ هْرٌ,  َِ أَ هعََ الََِّّ ُِّ لَْيِِّ  اَائيِن   للِْ َّ ٌ ال َّ دَ ,  ُّ ْ داَ ٍُ أبَُ ا َّ , رَ
َُ ابِيُْ بَُِّاىَ  حَ 30.صََّحَّ  

       Artinya:Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang 

janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan 

seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya”. 

Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, “Tidak ada 

perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak 

berembuk”. Riwayat Abu Fawud dan Nasa’i. Hadits shahih menurut 

Ibnu Hibban.  

       Hadis yang menerangkan pernikahan Nabi Muhammad Saw. 

Dengan Ummu salamah, yaitu ketika Nabi Saw. Mengutus seseorang 

sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, Ummu 

Salamah r.a berkata, “Tidak terdapat seorang pun di antara wali 

sayanyang hadir “. 

      Kemudian Rasullullah Saw bersabda: 

ٍُ ذلَِكَ.  ٌَ دكَْرَ لاَ غَائِ َّ دٌ  ُِ لِّْ َُائِكَ شَا هِيْ أَ دٌ  َُ  ل َُْسَ أَ
      Artinya: ‚Tidak ada seorang pun di antara walimu yang tidak 

menyukai, baik hadir maupun ia tidak hadir‛. 

Hadits ini menunjukkan tidak ada seorang pun dari wali Ummu 

Salamah yang menghadiri berlangsungnya akad nikah, sebagaimana 

yang diucapkannya. 

                                                           
30

Muhammad Abu Bakar, Terjemahan Subulus Salam. (Surabaya: al-Ikhlas 1995), 230 
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       Dengan dimikian hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak ada 

hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan 

ketidaksukaan-nya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut jelas 

bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu 

sudah kufu, lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada 

pelaksanaan dari wali. 

       Hal inilah yang perlu diperhatikan dari ulama Hanafiyyah berhujjah 

dengan hadits tersebut. 

       Adapun dalil dari ar-Ra’yu (logika), mereka mengatakan, ‚sudah 

jelas bahwa akad nikah mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus 

untuk wanita dan tidak seorang pun diantara para wali yang 

menyertainya, yaitu seperti halal istimta’ (menggaulinya), wajib 

nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang 

diperoleh wanita dengan sebab akad nikah.
31

 

       Disamping tujuan-tujuan tersebut, akad nikah pun memiliki 

kemanfaatan-kemanfaatan lain bagi para wali, seperti terciptanya 

hubungan perbesanan, yang kesempurnaannya bergantung pada 

pemeliharaan kufu. Juga asal pada akad semacam ini, harus dikuasai 

oleh orang yang khusus memiliki tujuan pokok pada akad tersebut, dan 

mengenai pemeliharaan hak orang ketiga, cukup dengan memberinya 

                                                           
31

 Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu…, 6709 
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hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang 

ketidakadanya kemanfaatan yang kembali padanya. 

       Itulah yang dimaksud oleh ulama Hanafiyyah dengan ucapannya, ‚ 

Sesungguhnya wanita itu bertindak mengenai haknya dan dia pun 

berwenang karena ke-baligh dan ke-aqilah-annya. Oleh karena itulah, 

dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, memilih suami, 

sedangkan dimintanya wali untuk menikahkannya agar tidak dianggap 

tidak mempunyai rasa malu. 

       Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist tersebut, menurut Imam Hanafi 

memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya 

dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan 

pernikahan.  

       Mereka (golongan Hanafi) berpendapat: bahwa hadist-hadist yang 

menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena 

pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti: karena masih 

kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil 

yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan 

jalan qias adalah diperbolehkan. 

        Disamping argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur’an, 

Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) 

yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. 

Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang 
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mmpunyai hak untuk melakukan transaksi (akad) seperti transasksi 

jual beli, oleh karenana beliau juga bebas untuk melakukan akad nikah, 

sekalipun walinya ada. Namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya 

dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut menikah 

dengan laki-laki yang tidak sekufu.
32

 

C. Syarat-syarat Wali 

       Wali adalah seseorang yang bertanggung jawab atas sah atau 

tidaknya akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa menjadi wali, 

tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Islam (karena orang kafir tidak boleh menjadi wali atas seorang 

Muslimah. 

b. Baligh dan berakal sehat 

      Menurut pendapat Imam Hanafi bahwa seorang wanita yang telah 

baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh 

pula melakukan akad nikah sendiri, baik itu perawan maupun janda. 

Dengan syarat sekufu. 

c. Laki-laki (jumhur ulama). 

d. Adil.
33

 

D. Mekanisme Wali Nikah 

                                                           
32

 Ridwan, Membongkar Fiqih Negara, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005), 154-155. 
33

Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Edi (Jakarta:Pernada 

Media, 2003), 82 
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       Perwalian di dalam perkawinan menurut Imam Hanafi termasuk 

kedalam perwalian terhadap jiwa, sedangkan perwalian di dalam 

perkawinan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Perwalian yang bersifat Ijbar / Hatmin 

       Perwalian Ijbar/Hatmin (sukarela) yaitu pengucapan perkataan 

atau perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berbeda di dalam 

perwaliannya.
34

 

b. Perwalian yang bersifat Ikhtiari (sukarela) 

       Perwalian yang bersifat Ikhtiari (sukarela) adalah hak wali untuk 

mengawinkan orang yang berada didalam perwaliannya berdasar 

pilihan dan juga kerelaannya.
35

 

       Perwalian tersebut ditetapkan dengan empat sebab yaitu, 

kekerabatan, kepemilikan, pemerdekaan (Wala’) dan Imam. 

Keterangannya adalah sebagai berikut:  

a. Perwalian Kekerabatan 

       Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan 

berdasarkan adanya hubungan darah atau adanya kekerabatan antara 

wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan 

itu bersifat dekat seperti halnya bapak, kakek, anak atau akibat 

kekerabatan yang bersifat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari 

                                                           
34

Fakhrul Al-Din ‘usman Bin Ali, Tabyinu al-Haqoiq, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub Al-

Ilmiah, 1995), 493 
35

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu…, 292 
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pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki. Urutan 

perwalian dari sebab kekerabatan adalah seperti dibawah ini:
36

 

a) Anak dan anaknya sampai nasab ke bawah 

b) Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya 

c) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sebapak, serta 

anak laki-laki saudara dan sebapak dan nasab kebawahnya 

d) Paman sekandung, dan paman sebapak serta anak-anak laki-laki 

dan nasab kebawahnya 

e) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan budak 

dan kerabat ‘Asabah-nya secara nasab. 

b. Perwalian akibat kepemilikan 

       Perwalian kepemilikan adalah perwalian akibat adanya 

kepemilikan yaitu antara seorang majikan (Sayyid) terhadap budak-

budaknya. 

c. Perwalian akibat Pemerdekaan 

       Perwalian akibat pemerdekaan atau dikenal dengan wala’ dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Perwalian Wala’ Al-Atiqoh 

       Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang 

dimiliki oleh sayyid (tuan) untuk memerdekakan budaknya untuk 

itu seorang sayyid juga berhak mengawinkan orang yang mereka 

                                                           
36

Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, 268-269 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 
 

 

merdekakan. Syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus 

berakal dan sudah baligh. 

b) Perwalian Wala’Al-Muwalah 

       Pengertian Wala’ Al-Muwalah ini adalah akibat adanya 

sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan 

membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, 

serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karenanya hak 

mengawinkan juga berada di bawah kekuasaan Al-Muwalah, 

syaratnya adalah adil, baligh, berakal, merdeka. 

d. Perwalian Imam 

       Perwalian imam adalah perwalian dari seorang pemimpin suatu 

daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupannya juga 

seperti qadhi, masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk 

mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan menikah 

atau kurangnya kemampuan untuk menikah. 

 

E. Pandangan Imam Hanafi tentang Nikah tanpa Wali 

       Para ulama sepakat wanita yang waras dan dewasa dapat 

melaksanakan semua ‘aqad kecuali ‘aqad nikah, dan juga dapat 

mewakilkannya kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada hak sanggah 

bagi siapapun terhadapnya. Mereka sepakat pula bahwa aqad nikah 

wanita merdeka yang baligh dan berakal, apabila dilaksanakannya oleh 

walinya menurut hukum syara’ dengan persetujuan wanita yang 
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bersangkutan, adalah sah dan naafiz (langsung tanpa tergantung pada 

sesuatu yang lain).
37

 

       Pendapat Imam Hanafi di kalangan ulama terdapat perbedaan 

pendapat di dalam adanya wali nikah atau tidak adanya wali dalam nikah, 

Imam Hanafi berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal 

tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahannya 

maupun nikahnya wanita lain. Dengan syarat calon suaminya sepadan 

(Kufu) .Yang dimaksud dengan kufu disini berarti sama, sederajat, 

sepadan atau sebanding. Sedangkan maksud kufu dalam perkawinan 

yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, 

sebanding dalam tingkat social dan sederajat dalam akhlak serta 

kekayaannya.
38

 Dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsl atau yang 

berlaku pada masyarakat sekitarnya.  

       Apabila wanita sendiri yang melaksanakan akad nikah atau 

mewakilkannya kepada orang lain untuk melaksanakan, sebagimana 

Menurut Abu Hanifah: ‚Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan 

berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya baik ia gadis 

maupun janda. Tetapi yang sebaiknya beliau menguasakan aqad nikahnya 

itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari 

pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melaksanakan aqad nikahnya 

itu. Tetapi wali ‘ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk 

                                                           
37

 Ismuha, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 112 
38

 Said Sabiq, Fiqih Sunnah.,,, 36 
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menghalang-halanginya bilamana seorang wanita menikah dengan 

seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari 

nilai mitsl (batas minimal). 

       Menurut As-Sya’bi dan Az-Zuhri nikah tanpa wali itu sah dalam hal 

yang kufu dan batal mengenai hal tidak kufu. Riwayat ini berasal dari 

Muhammad bin Hasan dari Imam Hanafi. Dari keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Nikah tanpa wali adalah: 

1. Boleh secara muthlaq 

2. Tidak boleh secara mutlaq 

3. Bergantung secara muthlaq 

4. Adalagi pendapat yang tafshil (terperinci), yaitu boleh dalam satu hal 

dan tidak boleh dalam hal lainnya.
39

 

       Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa 

menurut Imam Hanafi mengenai wali dalam pernikahan untuk wanita 

gadis adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa 

(al-‘aqilah al-balighah) bisa menikahkan dirinya sendiri. 

                                                           
39

 Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab.,, 121 
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 BAB III 

PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG WALI DALAM 

PERNIKAHAN 

 

A. Biografi Imam Syafi’i 

1. Biografi Singkat 

       Imam Syafi’i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H / 767 

M. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga tahun wafat Imam Abu 

Hanifah. Imam Syafi’i wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 819 M. Nama 

lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdilah Muhammad ibn Idris ibn Abbas 

ibn Syafi’i ibn Saib ibn ‘Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib 

ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Beliau lahir di Ghazah atau 

Asqalan pada tahun 150 H. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal, lalu 

beliau dibawa ibunya ke Mekkah. Ketika itu usianya baru dua tahun. 

Beliau berkata, ‚ketika itu saya yatim, ibu saya tidak punya harta.‛ 

Kehidupannya yang pahit ini tampaknya membuat Imam Syafi’i gigih 

belajar. Dalam usianya yang masih kecil beliau sudah menghafal al-Quran. 

Bermodalkan hafalan itu beliau belajar agama di berbagai majelis 

‚pesantren‛ dan menghafal hadist-hadits.
1
 

      Imam Syafi’i pergi dari Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail 

untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar 

bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi’i tinggal di Huzail kurang 

lebih 10 tahun. Disana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak 

                                                             
1 Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’I, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), 14 
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menghafal syiir-syiir dari Imru’u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan 

mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-

Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi’i 

menjadi orang terpercaya dalam soal syi’ir-syi’ir kaum Huzail.
2
 

      Sebelum menekuni fiqih dan hadits, Imam Syafi’i tertarik pada puisi, 

syi’ir dan sajak bahasa Arab. Beliau belajar hadist dari Imam Malik di 

Madinah. Dalam usia 13 tahun beliau telah dapat menghafal al-

Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi’i pernah belajar hadits kepada 

Sufyan ibn ‘Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah. 

      Imam Syafi’i juga pernah berguru ke Irak kepada murid-murid Imam 

Abu Hanifah. Tetapi sebelum itu beliau sempat mengembara ke Yaman 

karena diminta oleh pejabat setempat untuk berbagai pekerjaan, utamanya 

fatwa agama. Berbagai riwayat mengatakan bahwa beliau dipersalahkan 

oleh pemerintah karena dicurigai bersekongkol dengan kaum Syi’ah di 

bidang politik. Tidak begitu jelas, apakah peristiwa itu terjadi ketika 

beliau masih di Yaman atau sepulangnya dari Yaman di Hijaz.
3
 

       Imam Syafi’i sampai di Baghdad pada tahun 195 H dan tinggal disana 

selama dua tahun, kemudian kembali lagi ke Mekkah. Tetapi entah 

mengapa beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H untuk 

beberapa bulan saja, kemudian berkelana ke Mesir. Diantara Ulama yang 

                                                             
2
 Ibid., 

3
 Ali Fikri, Kisah-kisah Para Imam Madzhab, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 77 
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ditemui adalah Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Disamping 

itu ada juga ulama disana yang mengikuti pemikiran Imam Syafi’i.  

        Kepandaian Imam Syafi’i dalam bidang fiqh terbukti dengan 

kenyatan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli 

fiqih di Mekkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih 

tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. Kepandaiannya dalam 

bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau masih 

belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di Kota Mekkah. Pada waktu itu 

beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Selain 

kepandaiannya dalam bidang fiqih dan tafsir, beliau juga seorang alim 

dalam hadits, karena sebelum beliau dewasa, sudah hafal kitab al-

Muwaththa’. 

       Dari pengembaraannya itu Imam Syafi’i memahami corak pemikiran 

fiqih beliau berpendapat bahwa tidak seluruh metode ahlur ra’yi itu baik 

diambil seperti halnya tidak seluruh metode ahlul hadits diambil. Tetapi 

tidak pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka masing-masing. 

Dengan demikian Imam Syafi’i tidak fanatik terhadap salah satu madzhab, 

bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode 

berpikir yang ekstrim. Beliau berpendapat bahwa qiyas merupakan metode 

tepat menjawab masalah yang tidak manshus. Begitupun, dengan hadits 

ahad sahih yang didahulukan atas qiyas.
4
   

                                                             
4
 Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab, I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 92-93 
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2. Guru dan murid-murid Imam Syafi’i 

       Riwayat pendidikan Imam Syafi’i menunjukkan bahwa Imam Syafi’i 

telah menimba pengetahuannya dari sejumlah guru yang tersebar pada 

empat wilayah: Mekkah, Yaman, dan Irak. 

       Pada periode awal pendidikannya, Imam Syafi’i belajar kepada guru-

guru terkemuka dikota Mekkah; mereka adalah sebagai berikut: 

a. Abu Khalid Muslim ibn Khalid Al-Zanji Al-Makki Al-Qurasyi Al-

Makhzumi (wafat 179).  

        Beliau termasuk golongan ta>bi’ al-ta>bi’i>n, yang sempat bertemu dan 

belajar kepada beberapa orang ta>bi’i>n, seperti Ibn Abi> Mali>kah dan al-

Zuhri> (wafat 124). Sebagai seorang ulama fikih terkemuka, al zanji> 

dipercayakan memegang jabatan mufti di Mekkah.  

b. Daud ibn ‘Abd Al-Rahman Al-‘Aththa>r (100-174).  

       Ayahnya, ‘Abd Al-Rahman, asdalah seorang tabib beragama 

Kristen. Beliau pindah dari negrinya, Syam, ke Mekkah dan kemudian 

masuk Islam. Anak-anaknya yang lahir dikota itu diberinya pendidikan 

Al-Kitab, al-Qur’an dan fiqh. Daud yang kemudian menjadi guru Imam 

Syafi’i tersebut banyak meriwayatkan hadits.
5
 

c. Ma>lik ibn Anas (. 197).  

       Dari sekian banyak guru Imam Syafi’i, tampaknya Imam Malik ibn 

Anas menempati posisi paling penting. Melalui bimbingan guru inilah, 

                                                             
5
 Ibid., 
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Imam Syafi’i mencapai tingkat kesempurnaan dalam penguasaan fiqh 

sehingga dianggap layak berfatwa sendiri sebagai ulama aliran Ahl al-

Hadits. 

       Murid dari Imam Syafi’i sangatlah banyak sekali, tetapi di sini 

tidak mungkin disebutkan semua, oleh karenanya murid-murid Imam 

Syafi’i yang utama yang mampu meneruskan pemikiran-pemikirannya 

diantaranya adalah sebagai berikut:
6
 

a. Imam Muzani (791-876 M)  

         Nama lengkap beliau adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau 

adalah murid setia Imam Syafi’i selama di mesir, beliau juga banyak 

mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi’i secara komperhensif 

dan kemudian beliau bukukan hingga membentuk sebuah fiqih madzhab 

Syafi’i, karya tersebut dinamakan Mukhtasar Al-Muzani, karya tersebut 

merupakan salah satu fiqih madzhab Syafi’i yang banyak dikaji. 

b. Rabi’ Al-Mawardi (790-873 M)  

       Nama lengkap beliau adalah ar-Rabi’in bin Sulaiman Al-mawardi, 

Imam Rabi’ adalah salah satu murid dan juga sekaligus sekertaris 

pribadi dari Imam Syafi’i, oleh karenanya kitab fenomenal Imam Syafi’i 

yaitu Al-Umm dan Ar-Risalah yang menjadi narrator utama adalah 

Imam Rabi’, beliau juga banyak memiliki jasa terhadap penyebaran 

madzhab Syafi’i karena salah satunya adalah beliau yang memberikan 

                                                             
6
 Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas 
Madzhab, Doktrin dan Kontribusi I, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 

112-113 
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beasiswa terhadap siapapun yang akan mempelajari Madzhab Syafi’i. 

Beliau juga menyediakan sebanyak seribu kuda sebagai akses perjalanan 

yang diberikan secara geratis yang diperuntukkan kepada seseorang 

yang akan mempelajari kajian keilmuwan terhadap madzhab Syafi’i. 

c. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti 

       Nama lengkap beliau adalah Abu Ya’kub ibnu Yusuf al-Buwaiti 

beliau menggantikan posisi imam Syafi’i sebagai guru utama madzhab 

Syafi’i, Imam Yusuf menggantikan posisi Imam Syafi’i untuk 

mengajarkan pemikiran-pemikiran madzhab Syafi’i kepada murid-

muridnya, beliau mengajar selama dua puluh tujuh tahun.
7
 Imam Yusuf 

nampaknya juga mengikuti jejak Imam Syafi’i yaitu beliau pernah di 

penjara dan di siksa hingga wafat, alasan pemenjaraan kepada beliau 

adalah bahwa beliau menolak paham Mu’tazilah yang mengatakan 

bahwa al-Qur’an adalah mahluk.
8
 

3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Madzhab Syafi’i 

       Factor Pluralisme Pikiran: Imam As-Syafi’i lahir dan hidup sangat jauh 

berbeda dengan Imam sebelumnya. Pada masa Imam Syafi’i hidup, sudah 

banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik 

sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari 

                                                             
7
 Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Cet ke VI (Jakarta: Radar Jaya 

Offet, 1994), 140-141 
8
 Bozena Gajane Strzyeska, Tarikh At-Tasyri’ al-Islami>, (Beirut Lebanoon: Dar al-Afaq, 1980), 

175 
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Mekkah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan asy-Syafi’i memiliki 

wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqih. 

       Faktor Geografis: faktor ini merupakan faktor secara alamiah Negara 

Mesir tempat Imam Syafi’i tinggal hingga wafat. Mesir adalah daerah kaya 

dan warisan budaya yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya 

yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola 

pikir Imam Syafi’i. Hal ini terlihat dari kitabnya Ilmu Mantiq yang di 

pengaruhi aliran Aristoteles.
9
 

      Faktor social dan Budaya: faktor ini ikut mempengaruhi pola pikir 

Imam Syafi’i dengan Qaul Qadhim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim dibangun 

di Irak tahun 195 H. di mana masa itu Imam Syafi’i tinggal di irak pada 

zaman pemerintahan Al-Amin. Setelah tinggal di Irak Imam Syafi’i 

melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. 

Di Mesir beliaubertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada 

umumnya adalah rekan Imam Malik. Karena perjalanan intelektualnya 

tersebut, Imam Syafi’i mengubah beberapa pendapatnya yang disebut 

dengan Qaul Jadid. Dengan demikian Qaul Qadhim adalah pendapat Imam 

Syafi’i yang bercorak ra’yi sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang 

bercorak Hadits. 

 

 

                                                             
9
 Ibid., 
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4. Pembentukan Madzhab Syafi’i 

       Dari riwayat hidup Imam Syafi’i diatas dapatlah dilihat bahwa 

madzhab-nya lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awal 

kariernya, Al-Syafi’i tampil sebagai seorang tokoh Ahl Al-Hadits, 

khususnya madzhab Malik yang didalaminya selama di Madinah.
10

 Aliran 

Ahl Al-Hadits inilah yang dipraktikkannya dalam menangani tugas-

tugasnya selama bekerja seabagai pejabat di Yaman. Aliran itu pula yang 

dibawa dan dipertahankannya dalam berbagai diskusi dengan Muhammad 

ibn Al-Hasan yang berlangsung di Bagdad. Akan tetapi, dari pengalaman 

bekerja di lapangan dan dari diskusi dengan tokoh aliran yang berbeda itu, 

tentu beliau memperoleh banyak masukan yang bermanfaat untuk 

memperluas wawasan keilmuannya. 

       Menurut kajiannya, Imam Syafi’i menemukan fiqih Irak (Madzhab 

Hanafi) dan fiqih Hijaz (madzhab Maliki), kritikan Imam Syafi’i terhadap 

kelemahan kedua fiqih tersebut beliautuangkan ke dalamnya karyanya, 

sebagai berikut: 

a.  Khilaf Malik (sanggahan terhadap fiqih Imam Malik) 

b. Khilaf al-‘Iraqiyin (sanggahan terhadap fiqih Imam Hanafi) 

       Ke dua kitab di atas adalah kritikan terhadap fiqih Iraq dan Hijaz, 

sehingga beliau menulis sebuah kitab Al-Risalah yang memuat rumusan-

                                                             
10

 Ali Fikri, Kisah-Kisah para Madzhab…, 80 
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rumusan dan kaidah-kaidah penggalian hukum Islam menurut Imam 

Syafi’i.
11

 

       Madzhab Syafi’i merupakan madzhab yang mengkombinasikan antara 

fiqih ‘iraq dan hijaz, dan kemudian beliau menciptakan madzhab baru yang 

diajarkan kepada murid-muridnya, kemudian beliau tuangkan kedalam 

kitab yang bernama Al-Hujjah (bukti). Kitab tersebut diajarkan beliau di 

Iraq pada tahun 819 Masehi dan murid-muridnya menghafalkan kitab 

tersebut, kemudian diajarkan pada orang lain. 

       Masa beliau mengajarkan ilmu keagamaan di ‘iraq periode ini dikenal 

dengan sebutan madzhab qadimnya, sedangkan periode ke dua yakni Imam 

Syafi’i mengajarkan ilmu pengetahuannya di Mesir dan periode ini dikenal 

dengan madzhab jadid-nya. Madzhab jadid dari imam syafi’i meneyerap 

fiqih dari Imam al-Laits bin sa’ad, yang dituangkan beliau ke dalam kitab 

Al-Umm sebagai bahan ajar di kota Mesir.
12

 

       Munculnya qoul jadid ini dikarenakan Imam Syafi’i merasa hukum 

Islam itu tidak bersifat kaku, dan ternyata hukum Islam itu bersifat elastis 

yang mengikuti lingkungan dan masa di mana suatu hukum tersebut 

ditetapkan, oleh karenanya beliau tidak segan-segan merubah ijtihad-nya 

yang semula beliau tetapkan di ‘iraq, tetapi berbeda dengan ijtihad beliau 

yang kedua, berikut ini contoh sebagian qaul qadim-nya yang dirubah 

dengan qoul jadid-nya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

                                                             
11

 Bambang Subandi, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Pres, 2011), 199 
12

 Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh…, 110 
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a. Qaul qadim menyatakan bahwa wudunya seseorang apabila tidak tertib 

karena lupa, maka wudunya orang tersebut dihukumi sah, tetapi qoul 

jadid mengatakan bahwa wudunya orang yang tidak tertib akibat lupa 

wudunya dihukumi tidak sah.
13

 

b. Qaul qadim menyatakan apabila ada seseorang shalat menggunakan 

pakaian yang najis karena lupa atau tidak mengetahuinya adalah sah 

dan tidak perlu untuk mengulanginya, tetapi qaul jadid menyatakan 

bahwa apabila seseorang shalat dengan pakaian najis karena lupa atau 

tidak mengetahuinya adalah batal dan wajib mengulanginya.
14

 

       Pokok pemikiran Imam Syafi’i dapat difahami dari perkataannya yang 

tercantum dalam kitabnya, al-Umm, sebagai berikut: 

       ‚Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan 

Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur’an dan 

Sunnah. Apabila Sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. 

Dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma’ sebagai dalil 

adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila 

suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang 

zhahirlah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang 

lebih shahihlah yang lebih utama. Hadits munqhati’ tidak dapat dijadikan 

dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak 

dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat 

dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan 

mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu 

sah dan dapat dijadikan hujjah‛.15
 

            Akan halnya Qiyas sebagai langkah penetapan hukum, Imam Syafi’i 

sangat berhati-hati. Qiyas digunakan hanya apabila di dalam al-Qur’an dan 

                                                             
13

 Ahmad Nakhrawi Abd al-Salam, Al-Imam al-Syafi’i Madhhaib al-Qadim wa al-Jadid, (Kairo: 

Dar al-Kutub, 1994), 466 
14

 Ibid,. 496-497 
15 Al-Syafi’i, al-Umm, Vol. I, (Kairo: Mathba’ah al-Amiriyah Kubara, 1321H),9. 
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Sunnah Nabi tidak membicarakan sesuatu yang ditanyakan hukumnya. 

Nas al-Quran dan al-Hadits yang sudah jelas maksudnya, apalagi sudah 

diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak perlu dipersoalkan 

kemungkinannya untuk ditakwilkan. Beliau tidak ‚berpikir bebas‛ seperti 

yang ditempuh Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa ‚ilmu‛ itu al-Kitab, al-

Sunnah, al-Ijma’ dan al-Atsar, baru kemudian al-Qiyas. Qiyas tidak boleh 

dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum Kitab Allah, 

Sunnah Rasul dan pendapat kaum salaf, ijma’ dan ikhtilaf, serta bahasa 

Arab yang baik dan benar.
16

 

       Dari sikapnya ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Imam Syafi’i 

ingin berada di tengah; tidak terlalu mengikuti aliran yang amat terikat 

kepada hadits (tekstual), tetapi tidak juga kepada aliran ‚bebas‛. Ada 

masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada juga 

masanya orang harus tunduk pada teks wahyu. Selanjutnya Imam Syafi’i 

berpendapat, ijtihad itu hanya qiyas, tidak yang lain. Bila ditanya, apakah 

ijtihad itu sama dengan qiyas, beliau menegaskan bahwa ijtihad dan qiyas 

adalah dua kata untuk makna yang sama.
17

 

       Metode istihsan yang terkenal dalam Madzhab Hanafi ditolak oleh 

Imam Syafi’i karena dipandang mendahulukan akal serta 

mengenyampingkan nas. Tetapi tampaknya yang dimaksudkan disini 

adalah penolakan beliau atas penggunaan istihsan. Dalam praktek, istihsan 

                                                             
16

 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah…,119 
17

 Fatih al-Daraini, Al-Fiqh al-Islami al-Muqarin, Ma’a al –Madzahib, Tharyain, (Damaskus: Dar 

al-Kutub, 1980), 20 
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dalam pemikiran Hanafi sama dengan qiyas khafi dalam pemikiran al-

Syafi’i.  

5. Dasar-dasar Madzhab Syafi’i 

       Imam Syafi’i terkenal sebagai seorang yang membela madzhab 

Maliki dan mempertahankan madzhab ulama Madinah hingga terkenallah 

beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini 

adalah hasil mempertemukan antara fiqih Madinah dengan fiqih Iraq. 

       Imam Syafi’i telah mengumpulkan antara thariqat ahlur ra’yi dengan 

tariqat ahlu hadits. Oleh karena itu madzhabnya tidak terlalu condong 

kepada ahlul hadits. 

       Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i sebagai 

acuan paendapatnya yang termaktub dalam kitab ar-Risalah sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’an 

       Imam Syafi’i tidak berbeda dengan para Imam lain sebelum beliau, 

yakni Imam Syafi’i memposisikan al-Qur’an sebagai sumber utama 

diantara sumber hukum Islam lainnya. Imam Syafi’i menempatkan al-

Qur’an seketat Imam pendahulunya, tetapi nampaknya Imam Syafi’i 

hanya menambah sedikit mengenai penafsiran dari ayat-ayat hukum, 

hal itu dilakukan setelah melalui beberapa pengujian. Beliau 

mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan 
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yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau 

dituruti. 

b. Al-Sunnah 

       Imam Syafi’i memposisikan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, 

karena beliau berpendapat bahwa banyak ayat al-Qur’an yang tidak 

bias dicari maknanya tanpa disandarkan kepada al-Sunnah,
18

 Imam 

Syafi’i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah 

hadits yaitu hadits tersebut harus Sahih. Beliau menolak semua 

persyaratan lainnya yang diterapkan oleh Imam Hanafi atau Imam 

Malik, sehingga beliau dijuluki Nasiru al-Sunnah (penolong Sunnah 

Rasulullah). 

c. Ijma’  

       Meskipun Imam Syafi’i memiliki keraguan terhadap kemungkinan 

adanya ijma’, tetapi dalam sebuah kasus kadang ijma’ tidak terelakkan, 

oleh karenanya ijma’ menurut beliau adalah Sumber hukum ketiga. 

Konsep ijma’ yang diterapkan oleh Imam Syafi’i berbeda dengan yang 

diterapkan Imam Hanafi dan Imam Malik, karena Imam Syafi’i lebih 

mengutamakan hadits ahad yang sahih dari pada ijma’ yang 

bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma’ itu 

                                                             
18

 Ibid., 21 
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bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai 

kepada Rasulullah.
19

 

d. Qiyas 

       Imam Syafi’i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar 

hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum 

qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum Muamalah, karena 

menurut Imam Syafi’i segala sesuatu yang bertalian dengan urusah 

ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan sunnah-sunnah 

Rasulullah Saw. Untuk itu beliau dengan tegas berkata ‚Tidak ada 

Qiyas dalam hukum ibadah‛. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan 

hukum secara qiyas sebelum lebih dulu menyelidiki tentang dapat atau 

tidaknya hukum itu dipergunakan. 

e. Istisha<b atau istidla<l 

       Istisha<b yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum 

baru yang mengubahnya.
20

 Dalam kitab al-Umm , imam Syafi’i 

menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia 

membawa air itu telah tercampuri najis, tetapi tidak yakin akan 

terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, 

bias dipakai untuk bersuci dan bias juga untuk diminum.
21

 

                                                             
19

 M. Ali Hasan, Perbandingan..,, 212 
20

 Muhammad Bultaji, Manhaj al-Tasri’ al-Islami, Vol II, (Riyad: Universitas Islam Ibnu Saud, 

1977), 793 
21

 Al-Syafi’i, al-Umm,,, 10 
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       Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan 

bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari 

barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik 

kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang 

diwahyukan sebelum Islam. Diakui bahwa, adat kebiasaan yang lazim 

di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, 

mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang 

lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur’an 

atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur’an, juga diperbolehkan, 

karena menurut pribahasa ahli hukum yang terkenal: ‚Diizinkan 

sesuatu (al-Ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak 

dinyatakan haram diizinkan‛. 

      Oleh karena itu Imam Syafi’i memakai jalan Istidlal dengan 

mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-

terangan tidak dihapus oleh al-Qur’an. Beliau tidak sekali-kali 

mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. 

       Seterusnya Imam Syafi’i tidak mau mengambil hukum dengan 

Istihsan. Imam Syafi’i berpendapat mengenai Istihsan sebagai berikut: 

‚barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat 

syariat sendiri‛.
22

 

 

                                                             
22

 M. Ali Hasan, Perbandingan.., 213 
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B.  Terminologi dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan 

 

1. Terminologi Wali 

 

       Pengertian wali secara etimologis ialah seseorang yang dengan 

perantaranya urusan orang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai 

pengganti dari padanya. tetapi wali kaitannya dengan pernikahan menurut 

Imam Syafi’i, wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang 

yang berada di dalam perwaliannya.
23

 

       Dalam sebuah pernikahan kehadiran seorang wali sangatlah penting 

karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Perwalian dalam 

perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan 

manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena 

kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya 

sendiri. 

       Wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad 

pernikahan atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita 

itu melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur Ulama dari kalangan salaf 

dan khalaf, diantaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah dan 

Aisyah, Malik, Ass-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Uba’id, ats-Tsauri, dan 

Ulama Zhahiriyah berependapat, wali adalah syarat sahnya pernikahan, 

jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil.  

                                                             
23

Muhammad Husein Bin Ma’ud, al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi’i, Jilid V, (Beirut 

Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 255-256 
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       Menurut terminologi fuqaha dapat difahami Al-wila<yah (الولاية) 

seabagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurusi atau 

menguasai sesuatu akad atau transaksi inilah yang disebut wali.
24

 Maka 

wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa 

melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya 

yang telah ditetapkan oleh syara’. 

       Imam Syafi’i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah 

tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. 

Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita 

janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. 

       Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti 

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu 

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama 

secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan 

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat 

pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan 

perkawinan tersebut. 

       Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga Pasal 19 

disebutkan sebagai berikut: ‚Wali nikah dalam perkawinan merupakan 

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 

untuk menikahkannya. 

                                                             
24

Mustofa Al- khin, dkk, Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri 

Hasim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam 2002), 622 
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       Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena 

telah dikukuhkan oleh hukum (agama) apabila dilihat berdasarkan 

kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenang kepada 

orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus mempunyai 

ikatan keluarga atau hubungan darah (hubungan nasab). 

       Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad 

nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang 

dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah 

sesuatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan 

oleh wali. Hal tersebut berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau 

masih kecil, masih perawan atau sudah janda.
25

 

       Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil suatu kesimpulan 

bahwa menurut Imam Syafi’i, wali merupakan syarat sahnya nikah, 

apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. 

2. Dasar Hukum Wali 

      Menurut Imam Syafi’i bahwa dalil hukum yang mengharuskan adanya 

wali di dalam perkawinan dapat dilihat di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, 

rinciannya sebagai berikut: 

 

                                                             
25

 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah,(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 

2006), 183 
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a. Dasar Hukum al-Qur’an 

                        

                 

                Artinya: ‚Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 

kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, 

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pembeian-nya) lagi Maha mengetahui‛. 

(An-Nur: 32)
26

 

 

Dan Surah al-Baqarah 221 

                               

                           

                               

              

        Artinya: ‚Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman‛. 

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah: 221) 

        Kedua ayat al-Quran tersebut ditujukan kepada wali, mereka 

diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang 

yang tidak beristri, dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim 

                                                             
26 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Semarang:Toha Putra, 1989), 354 
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dengan wanita non muslim, sebaliknya wanita muslim dilarang 

dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. 

       Dengan mengambil dalil dari dua ayat diatas, jelaslah bahwa 

khitab pada ayat-ayat itu ditujukan pada para wali. Dengan dimikian, 

ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa, perkawinan itu diserahkan 

kepada mereka, dan bukan kepada siwanita. Adapun dalil yang kedua 

menunjukkan bahwa ayat itu melarang para wali mencegah wanita 

untuk menikah dengan orang yang mereka pilih sebagai calon suami. 

       Dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan ‚Pencegahan hanyalah 

dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya terletak 

sesuatu yang dilarang tersebut. Dengan demikian, ayat itu telah 

menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam 

tangan wanita‛.
27

 

       Imam Syafi’i mengatakan, ‚hal ini diperkuat oleh hadits yang 

menerangkan sebabnya turunnya ayat diatas (asbabun nuzul). Al-

Bhukari telah meriwayatkan dalam Shahih-Nya, Abu Daud dan At-

Tirmidzi telah menshahihkan riwayat dari Ma’qal bin Yassar bahwa 

ayat ini turun berkenaan dengannya. Beliau berkata, ‚Aku menikahkan 

saudara perempuanku, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah 

habis masa iddahnya, mantan suaminya datang meminangnya lagi dan 

aku katakana padanya, ‘Aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi 

                                                             
27

 Muhammad Husein Bin Ma’ud, Al-Tahddhib Fi Fiqhil Al Imami Al-Shafi’i …, 267 
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tempat kepadamu dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau 

menceraikannya, lalu sekarang engkau dating meminang lagi. Tidak. 

Demi Allah! Ia tidak boleh kembali pada dirimu selama-lamanya‛. 

       Suami wanita itu adalah seseorang laki-laki yang baik dan mantan 

istrinyapun ingin kembali kepadanya. Allah Maha Mengetahui 

keinginan laki-laki itu kepada mantan istrinya dan juga Maha 

Mengetahui keinginan wanita itu kepada mantan suaminya tersebut, 

maka Allah SWT. Menurunkan ayat, ‚Wa Idzaa Thallaqtumun Nisaa-a 

Fabalaghna ajalahunna fala ta’dhuluu hunna an yankihna azwajahunna‛ 

(QS. Al-Baqarah (2) 232). Maka aku berkata kepada Rasulullah Saw. 

Setelah beliau memberitakan firman Allah SWT. itu), ‚Sekarang aku 

akan melakukannya, ya Rasulullah.‛ Kemudian aku mengawinkan 

adikku kepada mantan suaminya.
28

 

       Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan ‚seandainya 

wanita dapat mengawinkan dirinya, tentulah saudara Ma’qal telah 

melakukannya, karena ia menyukai mantan suaminya itu, berdasarkan 

hal ini, jauhilah pendapat yang mengatakan bahwa khitab dalam ayat 

tersebut ditujukan kepada suami.‛ 

 

 

                                                             
28

 Sulaiman Bin Muhammad Ibn ‘Umar, Hashiyah Bujairomi, Jilid III, (Beirut-Lebanon: Dar al-

Kutub Al-Ilmiah, 2000), 418-420 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

b. Dasar Hukum al-Sunnah 

       Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dari as-Sunnah adalah 

sebagai berikut: 

اَ اِمْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِ  هَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) أيُّم ُ عَن ْ ْْ ِِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّه ِِ ِْْ غََ
حُهَا بََطِلٌ, فَإِ ِْ دَخَلَ بِِاَ فَ لَهَا الَْمَهْرُ بِاَ اِسْتَحَله مِنْ فَ رْجِهَا, فَإِ ِِ اشْتَجَرُوا وَليِِّهَا, فَنِكَا

لْطاَ ُِ وَلِم مَنْ لََ وَلِه لَوُ ( حَوُ أبَوُ عَوَانةََ , وَابْنُ   فَالسم , وَصَحه أَخْرَجَوُ اَلَْْرْبَ عَةُ ِِلَه النهسَائِيه
اكِمُ حِبها َِ وَالَْ   

  

       Artinya: ‚ Dari Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: ‚perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 

batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar 

maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang 

tidak mempunyai wali‛ Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i 

Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim‛.
29

 

       Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al-

Baihaqi dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, ‚ Telah bersabda Rasulullah 

Saw: 

فَإِ ِه الزهانيَِةَ ىِيَ الهتِِْ تُ زَوّجُِ. لََ تُ زَوّجُِ الَْمَرْأةَُ الَْمَرْأةََ, وَلََ تُ زَوّجُِ الَْمَرْأةَُ نَ فْسَهَا  
       Artinya: ‚Wanita tidak diperbolehkan mengawinkan wanita 

(lainnya) dan ia pun tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Maka 

sesungguhnya hanya wanita pezinalah yang menikahkan diirinya 

sendiri.‛
30

 

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) لََ نِكَاحَ ِِلَه بِوَلٍِّ  وَعَنْ أَبِ بُ رْدَةَ بْنِ أَبِ مُوسَى , عَنْ أبَيِوِ قَالَ :
مِْذِيم , وَابْنُ حِبها َِ   ( حَوُ ابِْنُ الَْمَدِينِِّ , وَالَتِّّ 31.رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالَْْرْبَ عَةُ وَصَحه
 

       Artinya: ‚Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya 

Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

                                                             
29

 At-Tirmidhi, Jami’u at-Tirmdhii, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 342 
30 Abu Bakar Muhammad, terjemah subulus salam, (Surabaya; Al-ikhlas 1995), 450 
31

 Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam…, 1008 
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bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan 

Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan 

Ibnu Hibban. 

       Adapun dalil aqli (logika) ialah bahwa nikah itu mempunyai 

berbagai tujuan. Pernikahan adalah ikatan antara keluarga. Wanita 

dengan kekurangannya dalam memilih, tentulah tidak dapat 

menjatuhkan pilihan dengan cara yang baik, terutama lagi karena 

wanita itu memiliki perasaan lemah lembut, yang kadang-kadang 

menutupi segi kemaslahatan. Untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini 

yang lebih sempurna, dilaranglah wanita mencampuri secara langsung 

akad nikah.  

       Hadits-hadits tersebut diatas adalah dalil yang sangat jelas 

menjelaskan tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan. 

C.  Syarat-syarat Wali 

       Secara umum menurut Imam Syafi’i bahwa seorang wali,
32

 bisa menjadi 

wali dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut ini: 

a.  Beragama Islam  

       Orang kafir atau non muslim tidak boleh menikahkan seorang 

muslim, karena tidak memiliki al-Wila<yah (kekuasaan) orang kafir 

terhadap orang islam. 

 

                                                             
32

Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i 2, (Bandung: Pustaka Setia 2007),270 
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b. Baligh 

       Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus 

dirinya sendiri. Dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu 

akan lebih baik. 

c. Berakal 

       Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus 

dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak 

bisa menjadi wali. 

d. Adil 

       Pengertian adil menurut Imam Syafi’i adalah wali tersebut tidak 

tergolog kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan menjauhi 

dosa besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan 

harga dirinya. 

       Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan 

yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali 

yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena 

fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karna itu 

orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan. 
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e. Merdeka  

       Karena hamba sahaya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, 

terlebih memiliki kuasa terhadap orang lain. Maksudnya adalah orang 

yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilih apa yang 

dikehendaki. 

f. Mukallaf 

D.  Mekanisme Wali Nikah 

Orang-orang yang sah menjadi wali menurut Imam Syafi’i ialah:
33

 

a. Bapak kandung 

b.Kakek dari pihak laki-laki 

c. Saudara laki-laki kandung 

d.Saudara laki-laki sebapak 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

g.Paman (saudara bapak yang laki-laki) 

h.Anak paman yang laki-laki 

i. Mu’tiq (orang yang memerdekakan) kemudian asabah-nya 

       Dengan memperhatikan urutan wali menurut Imam Syafi’i, jelaslah 

bahwa kewalian perkawinan pada jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). 

Kalau tidak adawali yang karib maka diakadkan oleh wali yang abid, kalau 

                                                             
33Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab.,,, 222 
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tidak ada yang abid maka ‚sulthanlah‛ (hakim agama atau kepala urusan 

agama setempat) yang menjadi walinya. 

       Wali dalam pernikahan menurut  Imam Syafi’i dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu wali Nasab  dan wali  hakim, penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Wali Nasab 

       aaWali nasab ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan 

dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) 

antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali nasab bila dilihat 

dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon 

pengantin wanita dibagi menjadi dua: 

1) Wali aqrab 

2) Wali ab’ad 

       Wali aqrab ialah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan 

calon pengantin wanita, sedangkan wali ab’ad ialah wali yang sudah jauh 

pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin. 

Wali aqrab terbagi dua bagian: 
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1) Wali Mujbir 

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di 

dalam perwaliannya, sifatnya adalah memaksa dan berfsifat wajib untuk 

di lakukan walaupun tanpa seizin darinya.
34

 

2) Wali Ghoi>ru Mujbir 

        Wali Ghai>ru Mujbir adalah kebalikan dari wali mujbir, yaitu wali yang 

berhak menikahkan seseorang yang berada di dalam perwaliannya tetapi 

sifatnya tidak memaksa dan tidak wajib untuk dilakukan. Melainkan 

hanya sekedar berhak untuk menikahkan saja. 

       Secara umum perwalian dalam sebuah perkawinan menurut Imam 

Syafi’i terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang telah dijelaskan di atas, 

sedangkan penyebab adanya perwalian di dalam perkawinan adalah 

sebagai berikut: 

a. Wali Ubuwah (hubungan bapak), yang termasuk di dalamnya adalah 

bapak dan kakek dan nasab ke atas. 

b. Wali ‘Asabah, yang termasuk diantaranya adalah saudara kandung, 

saudara sebapak, anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak, 

paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman sekandung, anak 

dari paman sebapak, pamannya bapak, anaknya pamannya bapak. 

c. Wali sebab memerdekaan, wali ini dimiliki oleh Sayyid (tuan) yang 

pernah memerdekakan budaknya. 

                                                             
34

Ali Ibn ‘Umar Al-Daruqutni, Sunanu Al-Daru Qutni, Juz IV, (Beirut Lebanon: Aresalah Pubisher, 
2004), 322-3223 
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d. Wali Imam, yakni perwalian oleh seseorang pemimpin yang 

dimaksudkan adalah qhadi (hakim). 

 

E. Pandangan Imam Syafi’i tentang Nikah tanpa Wali 

      Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya 

pernikahan (nikah) menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah hal yang sangat 

penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi’i tidak sah nikah tanpa 

wali bagi pihak pengantin perempuan; sedangkan bagi calon pengantin laki-

laki tidak diperlukan Wali Nikah untuk sahnya nikah.
35

 

        Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, 

berpendapat bahwa seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan 

dan berasal dari keluarga terpandang, menurut Imam Malik) tidak dibenarkan 

menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selainnya. Dengan demikian, 

perniakahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan 

itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi 

keabsahan akad nikah. Dan, bahwa yang meng-akad-kan itu haruslah seorang 

wali yang berhak.
36

 

       Menurut Imam Syafi’i, wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah 

suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan 

yang dilakukan tanpa wali tidak sah. 

                                                             
35

Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), 215 
36

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktisi, (Bandung: Penerbit Mizan,2002), 57 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG 

DASAR HUKUM MENIKAH TANPA WALI 

 

A. Analisa Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali menurut Imam Hanafi dan 

Imam Syafi’i  

        Imam Syafi’i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua 

daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau 

sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja 

seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu 

yang sepenting nikah oleh pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, 

perempuan pada usia 10-15 tahun masih dianggap anak-anak dan belum 

dewasa. Maka dari itu Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah tanpa wali 

tidak sah.  

       Berbeda dengan Imam Syafi’i, Imam Hanafi hidup di Kota Kufah, 

dimana banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah 

menjadi kota mospolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa 

melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang 

lebih dewasa pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, 

para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan 

sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal tersebut menjadi 

salah satu sebab Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan muslim 
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berhak menikahkan dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak 

mengetahuinya. Karena wanita tersebut sudah dewasa dan waras.  

       Imam Syafi’i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah 

suatu pernikahan kecuali izin walinya. ‚ ّ ً لاَّ بىِنَِ  Sedangkan Imam .‛لاوَكَِاحَ إِ

Hanafi, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi 

syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut imam  

Hanafi, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan 

mutawattir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan 

atau kebohongan atas hadis yang dibawa. Menurut Imam Hanafi, 

Perempuan bebas melakukan akad nikahnya, wanita yang waras dan 

dewasa bebas melakukan akad jual-beli dan dapat melaksanakan semua 

‘aqad, dapat pula mewakilkanya kepada siapapun yang dikehendakinya 

tanpa ada hak sanggah bagi siapapun terhadapnya. Karena tidak ada 

perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya. Dan 

hujjah Imam Syafi’i sesuai dalam hadist Nabi SAW: 

ً بسُْ  هْ أبَِ ِ صلى الله عليه وسلم ) لَا وكَِاحَ وَعَ ًِ قَالَ : قَالَ زسَىُلُ اََللَّّ ٍ هْ أبَِ ً مىُسىَ , عَ هِ أبَِ دةََ بْ
)  ًّ هُ   إلِاَّ بىِنَِ ِ , وَانَتسِّْمرِِيُّ , وَابْ ًّ هُ انَْمَدىٌِِ ًُ ابِْ ذَ ذَّ دْمَدُ وَالْْزَبْعَتَُ وصََ زَوَايُ أَ

انَ. 1دبَِّ
 

Artinya: ‚Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 

'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak 

sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits 

shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. 

       Bentuk nafi pada kata  َلاوَكَِاح mendapat interpretasi beragam dari para 

ulama’. Ada yang menyebut nafi pada sah dan tidaknya perbuatan. 

                                                           
1
 Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam…, 1008 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 

Dengan demikian  َلاوَكَِاح berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks 

hukum, bila nafi diinterpretasikan sebagai hakikat syari’at, maka 

pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali ataupun saksi maka pernikahan 

tersebut menjadi tidak sah,
2
 hal ini senada dengan argumen dari Imam 

Syafi’i bahwa wali termasuk rukun nikah dan harus ada di dalam sebuah 

pernikahan tanpanya sebuah perkawinan tidak sah. 

       Sebagian ulama menginterpretasikan bahwa nafi tersebut hanya 

menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas 

dapat diartikan ‚tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi 

yang adil‛. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali atau saksi 

bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri 

wali masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali hanya sebatas 

disunnahkan. Keterangan ini adalah seperti pendapat yang digunakan oleh 

Imam Hanafi.
3
 

       Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal 

sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik 

gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau 

tidak.  

                                                           
2
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII…,83-84 

3
 Ali Ibn ‘Umar Al-Daruqutni, Sunanu Al-Daru Qutni, Juz IV, (Beirut-Lebanoon: Aresalah 

Pubisher, 2004), 322-323 
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       Imam Hanafi juga mengomentari bahwa maksud ungkapan hadits 

 bukan bermakna tidak sah akan tetapi tidak sempurna. Artinya ‛لاوَكَِاحَ ‚

nikahnya tetap sah. Akan tetapi afdhalnya jika ada wali.  

       adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah nash 

al-Qur’an, Hadits dan Qiyas: 

       Dalil yang digunakan dari al-Qur’an adalah adanya penyandaran 

nikah kepada perempuan dalam tiga ayat, yaitu firman Allah SWT yang 

artinya, ‚Kemudian jika si suami menalaknya, perempuan itu tidak halal 

lagi baginya hingga dia (mantan istri) menikah dengan suami yang lain‛. 

(al-Baqarah: 230). Juga firman Allah, ‚Apabila kamu mentalak istri-

istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) 

menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya‛. (Al-Baqarah: 

232). Ayat ini adalah ditujukan kepada para wali, sebagaimana dikatakan 

oleh jumhur ulama. Juga firman Allah SWT yang berarti, ‚maka tiada 

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut‛. Ayat-ayat tersebut secara jelas menyatakan 

bahwa pernikahan seorang perempuan dilakukan dilakukan oleh dirinya 

sendiri. 

       Sedangkan dalil dari sunnah yang Imam Hanafi gunakan adalah: 

ٍِّبُ ا هَانثَّ ٍِّ هْ ونَِ هَا مِ دَقُّ بِىَفسِْ هَا  ,أَ هَا سكُىُتُ وَانبْكِسُْ تسُتَْأْمسَُ , وَإِذوُْ  
       Artinya: ‚Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. 

Sedangkan gadis ditawari, dan izinnya adalah diamnya‛ (HR. Muslim) 

       Dalam riwayat lain dikatakan, 
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ٌَا  دتََّى تسُتْـأَذْنََ قَانىُا :  دتََّى تسُتْأَْمسََ, وَلَا تىُكْخَُ انَبْكِسُْ  ٌِّمُ  لَا تىُكْخَُ الََْْ
هَا ? قَالَ : أنَْ تسَكُْتَ  ٍْفَ إِذوُْ ِ , وكََ  زسَىُلَ اََللَّّ

       Artinya: ‚Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari. Dan gadis tidak 

dinikahkan hingga dimintai izin‛. Para sahabat bertanya, ‚Wahai 

Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab, ‚Dia diam‛. 

(HR Bhukari Muslim) 

       Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak nikah bagi 

wanita janda diserahkan kepada dirinya sendiri, maupun juga dengan 

wanita gadis. Akan tetapi, melihat pada umumnya wanita itu malu, maka 

syariat mencukupkan untuk meminta izin kepadanya yang cukup untuk 

menunjukkan keridhaannya. Itu bukan berarti haknya untuk 

melangsungkan akad dicabut, karena dia mempunyai kapasitas umum 

dalam hal itu 

       Namun, pendapat ini adalah pendapat yang lemah, sebab jelas-jelas 

bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Lalu, pendapat tersebut bisa 

berdampak buruk, yaitu dimanfaatkan dengan secara tidak bertanggung 

jawab, dengan seenaknya wanita berkata kepada laki-laki: ‚saya nikahkan 

diri saya dengan anda, saudara Fulan bin Fulan..‛ sehingga sangat tipis 

perbedaannya dengan orang yang berzina, sehingga kalaupun ini dianggap 

khilafiyah, ini adalah khilafiyah yang tidak mu’tabar (tidak dianggap), 

karena pertentangannya yang sangat jelas dengan nash yang shahih dam 

sharih. 

       Imam hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila wanita bebas 

dalam aqad jual beli dan aqad urusan-urusan lain, maka mereka juga bebas 

secara mutlak tentang akad perkawinan mereka. Ini karena tiada 
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perbedaan antara satu aqad dengan aqad yang lain. Mereka juga 

mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewalikan diri sendiri setelah 

aqil baligh. Menghalang wanita yang baligh dan aqil mengawinkan 

dirinya dengan mana-mana lelaki yang sekufu adalah bersalahan dengan 

prinsip-prinsip Islam yang asas (qawa’id al-islam al-‘ammah).
4
 

       Imam Hanafi menggunakan dalil analogi atau at-Taqdiri karena hal 

ini merupakan sebuah identitas dari Madzhab Hanafi, karena pada awal 

pembentukan madzhab ini, Imam Hanafi sebagai pencetus madzhab 

banyak mengunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya 

analogi saja yang digunakan dalam beristinbath hukum, melainkan imam 

Hanafi juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan analogi 

tersbut.
5
 

       Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam berhujjah tentang 

sahnya wanita menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Qur’an dan 

hadits, adapun dalil al-Qur’an yang mengharuskan adanya wali adalah 

surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua ayat tersebut 

ditujukan kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang tidak 

bersuami dan tidak beristri, dan hadits yang digunakan sebagai berikut: 

 ّ ً  لاوَكَِاحَ إلِاَّ بىِنَِ
Artinya: ‚Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali‛ 

                                                           
4
 Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat…, 13 

5
 Abi Daud Sulaiman, Sunanu Abi Dawud, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 1377 
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       Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa 

wali, tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadits yang 

diriwayatkan Aisyah. 

  ِ هَا قَانَتْ : قَالَ زسَىُلُ اََللَّّ ُ عىَْ ًَ اََللَّّ هْ عَائشِتََ زضَِ  صهى وَعَ
مٌ,  هَا بَاطِ دُ هَا, فىَكَِا ٍِّ ذَتْ بغِسٍَِْ إِذْنِ ونَِ مسَْأةَ  وكََ مَا اِ ٌُّ ً وسهم ) أَ ٍ الله عه

هَا, فَإنِِ اشتْجَسَُوا  هْ فسَْجِ مَّ مِ ذَ هسُْ بِمَا اسِتَْ هَا انَْمَ هَا فهََ مَ بِ فَإنِْ دخََ
) ًُ ًَّ نَ هْ لَا ونَِ ًُّ مَ ًُ اَ   فَانسُّهْطَانُ ونَِ , أخَسَْجَ ًَّ لْْزَبْعَتَُ إِلاَّ انىَّسَائِ

ذَاكِمُ  انَ وَانْ دبَِّ هُ  ًُ أبَىُ عىََاوتََ , وَابْ ذَ ذَّ  وصََ
       Artinya: ‚ Dari Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: ‚perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 

batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar 

maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang 

tidak mempunyai wali‛ Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i 

Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim‛. 

        Hadits yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa 

wali itu sekadar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi saw. Harus dipahami 

sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam 

syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadits yang kedua 

tidak dapat dipahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, 

karena hal itu sudah umum dilakukan. Dan tidak dapat dipahami, karena 

pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. 

هَا جُ انَْمسَْأةَُ وَفسَْ جُ انَْمسَْأةَُ انَْمسَْأةََ, وَلَا تزَُوِّ   لَا تزَُوِّ
       Artinya: ‚Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, 

juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri‛. 

       Hadits diatas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak mempunyai 

hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Didalam 

pernikahan, dia tidak mempunyai hak mngucapkan kalimat ijab dan 
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qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, dan 

tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan 

perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga tidak 

dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil. 

      Dengan mengambil dalil-dalil diatas jelaslah maksud pada dalil 

tersebut ditujukan pada para wali, bahwa perkawinan itu diserahkan 

kepada mereka, dan bukan kepada siwanita (pengantin).  

       Imam Syafi’i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul 

qadim dan qaul jadid, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama 

al-hujjah, yang dicetuskan di Iraq. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya 

yang berjudul al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola 

pemikiran Imam Syafi’i merujuk kepada al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan 

Qiyas untuk mennetukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai 

hujjah. 

       Imam Syafi’i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum 

(al-Qur’an, Hadits dan ijma’) tidak tercantum, dan dalam keadaan 

memaksa. Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum 

muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan 

urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan Sunnah-sunnah 

Rasulullah saw. 

       Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua madzhab 

memiliki perbedaan dari istinbat hukum maupun illat (alasan) hukum, 
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bahwa alasan yang dipaparkan oleh Imam Hanafi dalam maslahah wali 

tersebut bercorak pada at-Taqdiri (pemikiran) meskipun pada akhirnya 

analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi Imam 

Syafi’i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum 

akhirnya imam Syafi’i menggunakan qiyas. 

       Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khusunya Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan 

dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Imam Hanafi hak 

perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada illat hukum 

(legal reasoning) berupa belum dewasa (ash-shaghir), Oleh karena itu bagi 

perempuan perawan yang dewasa (al-bikarah al-balighah) boleh 

menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan 

kecuali atas persetujuannya. Sedangkan bagi Imam Syafi’i hak perwalian 

itu didasarkan pada illat hukum yaitu gadis (al-bikarah). Dimana Imam 

Syafi’i justru menganggap bahwa wali punya hak ijbar untuk menikahkan 

anak perempuannya tanpa persetujuannya.    

      Pendapat imam Hanafi bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku 

secara umum di dunia Muslim. Misalnya di Indonesia, dalam Kompilasi 

Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun 

perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Dalam hal ini KHI 

mengambil pendapat Imam Syafi’i yang mengharuskan wali dalam 

perkawinan. 
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       Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan 

sebenarnya ke dua madzhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat 

dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia 

yang pada umumnya pengikut madzhab Syafi’i, wali menjadi syarat 

sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti telah diatur permaslahan 

wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 14,19 sampai 23. 

jadi alangkah lebih baik permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada 

pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan didalam 

peraturannya yaitu KHI, dan sebagai warga negara yang baik hendaklah 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

B. Analisis Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Menikah 

tanpa Wali 

       Pendapat Imam Hanafi di kalangan ulama terdapat perbedaan 

pendapat didalam adanya wali atau tidak adanya wali dalam pernikahan, 

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang dewasa sah menikah tanpa 

adanya wali, dan wanita dewasa tersebut dapat menjadi wali dalam 

nikahannya maupun nikahnya wanita lain. Dengan syarat calon suaminya 

sekufu. Yang dimaksud dengan kufu disini berarti sama, sederajat.  

       Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri 

sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan 

gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak 

membatalkannya. 
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       Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam 

Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan ‚al-

aima‛ adalah ‚wanita yang tidak mempunyai suami‛ baik gadis maupun 

janda. 

      Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, 

baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis 

cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas. 

      Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri 

calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis 

maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya 

atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu. 

      Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, 

yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah 

perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi’i juga 

berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di 

bawah perwaliannya. Dasar yang digunakan Imam Syafi’i adalah Al-

Baqara: 232, An-Nisa’: 25,34. Serta beberapa hadis nabi. 

       Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, 

baik wanita itu seorang gadis maupun janda. Imam Syafi’i menganggap 

batal suatu nikah yang lafadz ijabnya diucapkan seorang perempuan, baik 

gadis maupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, 

secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. 
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       Menurut Imam Syafi’i bapak lebih berhak menentukan perkawinan 

anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits 

yang menyatakan ‚janda lebih berhak kepada dirinya‛. Sehingga menurut 

Imam Syafi’i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar 

pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari 

yang bersangkutan. 

       Pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan 

perempuan. Jika ada seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri 

atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya 

kepada orang lain untuk menikahkannya sekalipun dengan seizin walinya 

maka pernikahannya tidaklah sah. Itu karena syarat akad nikah belum 

terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali. 

       Salah seorang pakar fiqih dalam kalangan Syafi’iyah, yang bernama 

Abu Tsaur, berpendapat bahwa dalam pernikahan harus ada ridha 

perempuan dan walinya sekaligus. Salah seorang dari mereka berdua tidak 

boleh menerima pernikahan tanpa persetujuan dan ridha yang lainnya. 

Kapanpun mereka ridha, maka masing-masing dari mereka boleh 

melangsungkan akad. 

C. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

1. Imam Syafi’i 

a. Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun 

nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad 
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nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi’i 

juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita 

yang ada di bawah perwaliannya. Dasar yang digunakan Imam 

Syafi’i adalah Al-Baqarah: 232, An-Nisa’: 25,34. Serta beberapa 

hadis nabi. 

b. Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, 

baik wanita itu seorang gadis maupun janda. 

c. Imam Syafi’i menganggap batal suatu nikah yang lafadz ijabnya 

diucapkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu 

atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk 

dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.  

d. Menurut Imam Syafi’i bapak lebih berhak menentukan perkawinan 

anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari 

hadits yang menyatakan ‚janda lebih berhak kepada dirinya‛. 

Sehingga menurut Imam Syafi’i izin gadis bukanlah satu keharusan 

tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda 

harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.   

2. Imam Hanafi 

a. Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri 

sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk 

menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali 

berhak membatalkannya. 
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b. Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam 

Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan 

‚al-aima‛ adalah ‚wanita yang tidak mempunyai suami‛ baik gadis 

maupun janda.  

c. Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, 

baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan 

gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan 

dengan tegas. 

d.Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri 

calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis 

maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas 

dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih 

itu sekufu. 

 

D. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing madzhab 

1. Kekurangan dan kelebihan pendapat Imam Hanafi 

a. Kekurangan pendapat Imam Hanafi: jika nikah tidak diharuskan 

dengan adanya wali, maka akan banyak wanita-wanita yang 

menikah seenaknya tanpa seizin wali yang bersangkutan.  

b. Sedangkan kelebihan pendapat Imam Hanafi tentang wanita boleh 

menikahkan dirinya sendiri, secara tidak langsung mengangkat 

derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita 
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pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan 

sehingga posisi wanita sama dengan laki-laki. 

2. Kekurangan dan kelebihan Pendapat ImamSyafi’i 

a. Kekurangan pendapat Imam Syafi’i: adanya diskriminasi terhadap 

perempuan dimana beliau tidak boleh melakukan transaksi untuk 

dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih 

rendah dari pada kaum pria. 

b. Kelebihan pndapat Imam Syafi’i: adanya rasa aman yang timbul 

sebab ada izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan 

hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan 

hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali. 

Dengan pemetaan pendapat para ulama fiqih terkait dengan 

konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing 

di atas, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan 

akademik dalam khazanah fiqih klasik. Oleh karena itu persoalan apakah 

pentingnya wali dalam konteks ke-Indonesia-an akan sangat bergantung 

pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan 

pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non 

yuridis-normatif seperti dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan 

hukum itu dianggap relevan dan kontekstual. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam 

perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah 
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yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. 

Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah pendapat Imam 

Syafi’i yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan 

fungsi wali sangat penting. Sedangkan perbedaan pendapat mengenai wali 

dalam nikah adalah hal yang wajar, karena dalam agama Islam perbedaan 

pendapat adalah suatu rahmat. Yang paling penting adalah kita tidak 

boleh menyalahkan pendapat yang tidak sesuai dengan kita. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam   

berhujjah mengenai menikah tanpa wali, adalah sebagai berikut: 

a. Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam berhujjah tentang 

wanita yang menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Quran,as-

Sunnah dan Qiyas, adapun dalil al-Quran yang menegaskan 

disandarkannya pernikahan itu pada wanita, adalah surah al-Baqarah 

ayat 230, 232 dan 234, ayat tersebut jelas menyatakan bahwa 

pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, 

dan hadits yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda, ‚seorang janda lebih 

berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya dan seorang 

gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya‛. Dalam 

riwayat lain dikatakan ‚janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari, 

dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin‛ para sahabat 

bertanya ‚wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau 

menjawab, ‚Dia diam‛. (HR.Bukhari Muslim). Imam Hanafi juga 

mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan 

mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Menurut Imam 

Hanafi perempuan yang dewasa mempunyai hak untuk melakukan 
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transaksi (akad) seperti transaksi jual beli, oleh karena itu ia juga 

bebas melakukan akad nikah, sekalipun walinya ada. Wali 

sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan 

tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Imam Hanafi 

dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra’yi. Dalam menetapkan hukum 

islam, baik ynag diistinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau 

banyak menggunakan nalar, beliau menggunakan ra’yi dan khabar 

ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan 

hukum dengan jalan qiyas dan istihsan. 

b. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam berhujjah 

mengenai wanita yang menikah tanpa wali yakni dengan nash al-

Quran dan hadits, adapun dalil al-Quran yang mengharuskan adanya 

wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua 

ayat tersebut ditujukan kepada wali untuk menikahkan orang-orang 

yang tidak bersuami dan tidak beristri, dan melarang wali untuk 

menikahkan laki-laki muslim dengan wanita muslim. Dengan 

mengambil dua dalil diatas jelaslah bahwa maksud pada ayat-ayat 

itu ditujukan pada para wali. dengan demikian, ayat-ayat tersebut 

mnunjukkan bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan 

bukan kepada siwanita (pengantin). Adapun dalil-dalil yang 

dijadikan hujjah dari as-Sunnah adalah hadis dari Aisyah 

Radliyallahu ‘anha, Rasulullah bersabda bahwa perempuan yang 

menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi’i 
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menggunakan qiyas apabila ketiga hukum (al-Qur’an, hadits dan 

ijma’) tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas 

yang dipakai hanya terbatas dalam hukum Muamalah, karena 

menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah 

telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan Sunnah-sunnah Rasulullah 

SAW. Untuk itu beliau dengan tegas berkata ‚Tidak ada qiyas 

dalam hukum ibadah‛. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan 

hukum secara qiyas sebelum lebih dahulu menyelidiki tentang dapat 

atau tidaknya hukum itu dipergunakan. 

2. Pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang menikah tanpa 

wali: 

a. Pandangan Imam Hanafi tentang menikah tanpa wali adalah, bahwa 

perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan 

akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik 

menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.  

b. Pandangan Imam Syafi’i tentang menikah tanpa wali adalah, 

kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa 

kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tersebut 

tidak sah. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi 

demi keabsahan akad nikah. Dan, bahwa yang meng-akad-kan itu 

haruslah seorang wali yang berhak. 

3. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

tentang menikah tanpa wali: 
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a. Imam Hanafi memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan 

dirinya sendiri), atau meminta orang lain diluar wali  nasab untuk 

menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali 

berhak membatalkan pernikahannya. 

b. Menurut Imam Hanafi Persetujuan dari para calon adalah satu 

keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun 

janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, 

sementara janda harus dinyatakan dengan tegas. 

c. Menurut imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun 

nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad 

nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi’i 

juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita 

yang ada di bawah perwaliannya. 

d. Menurut Imam Syafi’i bapak lebih berhak menentukan perkawinan 

anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari 

hadits yang menyatakan ‚janda lebih berhak kepada dirinya‛. 

Sehingga menurut Imam Syafi’i izin gadis bukanlah satu keharusan 

tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda 

harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.   

B. Saran-saran 

       Dengan pemetaan pendapat antara kedua Imam diatas, terkait dengan 

konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing, 

maka jelaslah bahwa wacana ini sudah  menjadi perdebatan akademik 
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dalam khazanah fiqh klasik, oleh karena itu persoalan apakah pentingnya 

wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesi-an akan sangat 

bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya 

didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata 

mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus 

mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti dimensi filosofis 

dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan  dan 

kontekstual. 

       Terlepas dari pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i yang 

berbeda, namun kehati-hatian dan kepiawaian kedua Imam tersebut tidak 

disanksikan lagi. Imam Hanafi yang terkenal dengan ahl ar-ra’yu dan 

Imam Syafi’i yang terkenal dengan ahlu fiqih dan nashirul hadits. Atas 

dasar itu pendapat kedua Imam tersebut dapat dijadikan refrensi dalam 

pernikahan khususnya dalam bab wali. 

       Dari sini dibutuhkan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan 

dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (trends) 

masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran 

paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercabut 

dari akar kultural bangsa. 
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